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TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK
WALIKOTA BLITAR,
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dilaksanakan dengan sistem yang terintegrasi
sehingga data dan informasi lebih mudah diakses
oleh publik serta transparan dan akuntabel
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka mendukung komitmen
Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan
transformasi digital guna meningkatkan
pelayanan publik dan efektivitas operasional
diperlukan adanya pedoman layanan teknologi
komunikasi dan informasi yang menjadi landasan
untuk mengintegrasikan inisiatif dan upaya
transformasi digital;

c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan
hukum bagi Pemerintah Daerah  dalam
menjalankan sistem pemerintahan berbasis
elektronik, perlu adanya pedoman mengenai
manajemen pengetahuan sistem pemerintahan
berbasis elektronik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu  menetapkan Pedoman Manajemen
Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Y,

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar
dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3243);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

Pedoman Manajemen sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU merupakan proses pengelolaan
pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, dalam
rangka meningkatkan kualitas layanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan mendukung
proses pengambilan keputusan dalam = Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pedoman Manajemen sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksanaan
manajemen  pengetahuan  Sistem  Pemerintahan
Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota
Blitar.
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KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 9 Oktober 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

r

IKA HADI/WIJAYA, S.H..M.H.
NIP. 197112 10 200604 1 008




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 100.3.3.3/241/HK/410.020.3/2024
TENTANG

PEDOMAN  MANAJEMEN  PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, instansi pemerintah dihadapkan pada tantangan
yang semakin kompleks dalam menyediakan layanan kepada publik.
Tantangan ini mencakup kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi
operasional, memperkuat kapasitas pembuatan kebijakan yang berbasis bukti,
serta mempercepat inovasi dalam penyediaan layanan publik. Mengingat
lingkungan yang berubah dengan cepat, terdapat kebutuhan mendesak untuk
memanfaatkan pengetahuan yang ada dan mengembangkan pengetahuan
baru untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dalam konteks ini, manajemen pengetahuan menjadi kritis. Manajemen
pengetahuan dapat diartikan sebagai proses sistematis pengidentifikasian,
akuisisi, pengembangan, distribusi, dan pemanfaatan pengetahuan untuk
mencapai tujuan organisasi. Bagi instansi pemerintah, hal ini berarti
menciptakan mekanisme untuk menangkap pengetahuan yang dihasilkan baik
dari dalam maupun luar organisasi, memfasilitasi pembagian pengetahuan
tersebut, dan mendorong penggunaannya dalam pembuatan kebijakan dan
penyediaan layanan.

Contohnya, dalam menghadapi pandemi COVID-19, instansi pemerintah
harus cepat mengadaptasi kebijakan dan prosedur untuk menanggapi kondisi
yang berubah dengan cepat. Melalui penerapan manajemen pengetahuan yang
efektif, informasi terbaru mengenai penyebaran virus, efektivitas intervensi
kesehatan, dan dampak kebijakan dapat dengan cepat dibagi dan digunakan
untuk informasi pembuatan kebijakan yang lebih tepat.

Selain itu, penerapan manajemen pengetahuan memungkinkan instansi
pemerintah untuk lebih efisien dalam mengelola sumber daya yang terbatas.
Dengan memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada, instansi dapat -
menghindari duplikasi upaya, mempercepat proses pembelajaran organisasi,
dan meningkatkan kapasitas untuk inovasi.

Namun, tantangan dalam penerapan manajemen pengetahuan di
instansi pemerintah seringkali terletak pada ketidakcukupan infrastruktur
teknologi, kurangnya budaya berbagi pengetahuan, dan hambatan dalam
pengelolaan perubahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk
mengatasi hambatan ini, termasuk investasi dalam teknologi informasi dan
komunikasi, pengembangan kebijakan yang mendukung berbagi pengetahuan,
dan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan
manajemen pengetahuan di kalangan pegawai.

Kesimpulannya, penerapan manajemen pengetahuan di instansi
pemerintah tidak hanya penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
operasional, tetapi juga esensial untuk memperkuat pembuatan kebijakan dan
mendorong inovasi dalam layanan publik. Dengan demikian, langkah strategis
untuk membangun dan mengimplementasikan kerangka kerja manajemen
pengetahuan merupakan investasi penting menuju pemerintahan yang lebih
responsif dan adaptif di masa depan.




1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud

Maksud dari penerapan manajemen pengetahuan adalah untuk menciptakan
sebuah sistem yang memungkinkan Pemerintah Kota Blitar mengelola aset
pengetahuannya secara strategis. Ini melibatkan pengumpulan, pengelolaan,
dan pembagian informasi dan pengetahuan yang relevan untuk mendukung
pencapaian tujuan Pemerintah Kota Blitar. Maksud ini berfokus pada
pembangunan kapasitas organisasi untuk secara berkelanjutan meningkatkan
kinerja, inovasi, dan daya saing melalui penggunaan pengetahuan yang efektif.

Tujuan

Tujuan dari penerapan manajemen pengetahuan adalah untuk:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan pengetahuan bagi seluruh
Perangkat Daerah, sehingga mempercepat proses pembelajaran dan
inovasi. '

2. Memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat
dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu.

3. Meningkatkan kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar individu dan
unit kerja, untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kota Blitar
yang lebih luas.

4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengurangi
redundansi dan memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada.

5. mewujudkan sinergi antar Perangkat Daerah dalam berbagi

Pengetahuan;

mewujudkan budaya berbagi Pengetahuan; dan

7. menjaga aset intelektual organisasi untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi Pemerintah Kota Blitar.

o

Sasaran

Sasaran dari penerapan manajemen pengetahuan dapat mencakup:

1. Pengembangan dan implementasi platform manajemen pengetahuan
yang memungkinkan penyimpanan, pencarian, dan berbagi pengetahuan
secara efisien.

2. Peningkatan persentase karyawan yang menggunakan platform
manajemen pengetahuan untuk berbagi pengetahuan dan best practices

3. Penyelenggaraan sesi pelatihan manajemen pengetahuan untuk
karyawan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan
dalam berbagi pengetahuan.

4. Pengembangan sistem reward dan pengakuan untuk individu dan tim
yang secara aktif berkontribusi pada berbagi pengetahuan dan inovasi di
Pemerintah Kota Blitar.

1.3 Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE meliputi pokok
bahasan sebagai berikut:
a. Konsep Manajemen Pengetahuan SPBE;
b. Kerangka Kerja dan Ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE;
c. Siklus Manajemen Pengetahuan SPBE;
d. Proses Manajemen Pengetahuan SPBE;
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Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE;

Strategi dan Skala Manajemen Pengetahuan SPBE,;
Metadata Pengetahuan; dan

. Klasifikasi Pengetahuan.

D'gr o

1.4 .4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Pedoman Manajemen Pengetahuan disusun dalam bagian,
yaitu:

Bab I. Pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud, tujuan
dan sasaran, ruang lingkup pedoman dan sistematika
penggunaan pedoman

Bab. II. Konsep Manajemen Pengetahuan secara umum yang
memuat definisi pengetahuan; manajemen pengetahuan;
sistem manajemen pengetahuan; data, informasi dan
pengetahuan; kategori pengetahuan; sifat pengetahuan;
manfaat manajemen pengetahuan; kerangka pikir
manajemen pengetahuan.

Bab. Kerangka Kerja dan Ekosistem Manajemen Pengetahuan
II1. yang memuat Kerangka Kerja Manajemen Pengetahuan
SPBE dan Ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE

Bab IV. Siklus Manajemen Pengetahuan yang memuat
Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi, dan
Perbaikan.

Bab V. Proses Manajemen Pengetahuan yang memuat
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan
alih pengetahuan dan teknologi.

Bab VI. Struktur Manajemen Pengetahuan yang memuat kebijakan/
regulasi dan sumber daya (SDM/ anggaran)

Bab Strategi dan Skala Penerapan Manajemen Pengetahuan

VII. yang memuat strategi penerapan manajemen pengetahuan,
tahapan penerapan manajemen pengetahuan dan tingkat
prioritas penerapan manajemen pengetahuan.

BAB  Meta Data Pengetahuan

VIII

BAB IX Klasifikasi Pengetahuan yang memuat pengetahuan sektor
Pendidikan, Kesehatan, Keuangan dan pajak, pertahanan
dan keamanan, infrastruktur dan transportasi, lingkungan
hidup, perumahan dan pengembangan perkotaan,
ketenagakerjaan dan tenaga kerja, kebudayaan olah raga
dan rekreasi, social dan kesejahteraan, Keuangan public
dan pengelolaan asset, energi dan sumber daya alam,
pangan dan pertanian, ilmu pengetahuan teknologi dan
inovasi, komunikasi informatika statistic dan persandian.

BAB X Penutup
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BAB II

KONSEP MANAJEMEN PENGETAHUAN

2.1. Definisi Pengetahuan

Pengetahuan adalah konsep yang luas dan multidimensi, mencakup
pemahaman, kesadaran, atau keakraban yang diperoleh melalui pengalaman,
pendidikan, atau pembelajaran. Dalam konteks teori dan praktik, pengetahuan
sering dibagi menjadi beberapa jenis utama, termasuk pengetahuan taktis (tacit)
dan pengetahuan eksplisit. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang definisi dan
karakteristik pengetahuan:

Pengetahuan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori terdiri atas:
a. Pengetahuan Eksplisit

Pengetahuan  eksplisit merupakan pengetahuan yang sudah
didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media
tertentu berbentuk teks, gambar, suara, dan/atau audio visual yang
dapat diakses dan dipahami oleh orang lain.

b. Pengetahuan implisit.

Pengetahuan implisit merupakan pengetahuan yang masih berada dalam
pikiran individu sebagai hasil dari pengalaman dan/atau proses
pembelajaran.

Pengetahuan ditransformasikan melalui proses:

a. sosialisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan implisit ke
pengetahuan implisit melalui diskusi atau berbagi pengetahuan dan
pengalaman untuk menghasilkan pengetahuan baru;

b. eksternalisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan implisit
pada setiap orang ke dalam bentuk pengetahuan eksplisit dan
menyimpannya dalam suatu media tertentu yang memungkinkan untuk
dikelola, diakses, dan didiseminasikan;

c. kombinasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan yang
mengombinasikan berbagai pengetahuan eksplisit yang berbeda untuk
menghasilkan pengetahuan eksplisit baru; dan

d. internalisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan eksplisit
ke pengetahuan implisit pada setiap orang.

2.2. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan (Knowledge Management - KM) adalah disiplin yang
terfokus pada cara-cara strategis dan sistematis untuk mengidentifikasi,
mengakuisisi, mengembangkan, menyebarkan, dan menggunakan pengetahuan
yang relevan dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
efektivitas dan kinerja organisasi, mendorong inovasi, dan memfasilitasi
pengambilan keputusan yang informasi. Manajemen pengetahuan melibatkan
serangkaian proses dan praktik yang bertujuan untuk menciptakan nilai dan
memperoleh keunggulan kompetitif melalui penggunaan pengetahuan yang
optimal.
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Komponen Utama Manajemen Pengetahuan

Pengidentifikasian Pengetahuan:
Menentukan jenis pengetahuan yang penting bagi keberhasilan .
organisasi. Ini bisa termasuk pengetahuan tentang pelanggan, produk,
proses, atau pasar.

Akuisisi Pengetahuan:

Mengumpulkan pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk
pengetahuan internal yang dimiliki oleh karyawan dan pengetahuan
eksternal dari pelanggan, pemasok, atau mitra.

Pengembangan Pengetahuan:

Meningkatkan, memperluas, dan menciptakan pengetahuan baru melalui
kegiatan seperti riset dan pengembangan, pelatihan, dan pembelajaran
organisasi.

Penyimpanan dan Pengorganisasian Pengetahuan:

Menggunakan sistem seperti basis data pengetahuan, dokumen
elektronik, dan sistem manajemen konten untuk menyimpan
pengetahuan secara sistematis dan memudahkan akses.

Penyebaran Pengetahuan:

Memastikan bahwa pengetahuan yang relevan dapat diakses oleh mereka
yang membutuhkannya, melalui proses seperti berbagi dokumen, rapat,
workshop, dan sistem kolaborasi online.

Pemanfaatan Pengetahuan:
Menerapkan pengetahuan dalam pengambilan keputusan, proses kerja,
dan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Manfaat Manajemen Pengetahuan

Meningkatkan Keputusan dan Kinerja: Dengan menyediakan akses ke
pengetahuan yang relevan dan tepat waktu, organisasi dapat membuat
keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja.

Mendorong Inovasi: Dengan memfasilitasi berbagi ide dan pengalaman,
manajemen pengetahuan dapat mendorong inovasi dan pengembangan
produk atau layanan baru.

Meningkatkan Efisiensi: Mengurangi duplikasi upaya dan memanfaatkan
pengetahuan yang ada untuk memecahkan masalah dengan lebih cepat
dan efisien.

Memperkuat Budaya Organisasi: Membangun budaya berbagi dan
kolaborasi yang mendukung pembelajaran berkelanjutan dan
pertumbuhan pribadi karyawan.

Tantangan dalam Manajemen Pengetahuan

Keterlibatan Karyawan: Mendorong karyawan untuk berbagi pengetahuan
dan berpartisipasi dalam inisiatif KM.
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e Teknologi: Memilih dan mengimplementasikan teknologi yang
mendukung kegiatan KM tanpa menimbulkan hambatan teknis.

e Pengukuran Nilai: Menilai dampak dan nilai dari inisiatif manajemen
pengetahuan bisa menjadi tantangan.

Dalam praktiknya, manajemen pengetahuan memerlukan pendekatan holistik
yang mempertimbangkan orang, proses, dan teknologi untuk menciptakan

lingkungan yang mendukung pembelajaran dan berbagi pengetahuan secara
efektif.

2.3. Sistem Manajemen Pengetahuan

Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System - KMS)
adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi mengumpulkan,
menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan pengetahuan yang dimilikinya.
Dalam konteks instansi pemerintah, sistem ini sangat penting karena dapat
meningkatkan efisiensi, memfasilitasi pengambilan keputusan, dan
memperkuat kapasitas layanan kepada masyarakat. Berikut adalah penjelasan
lengkap tentang sistem manajemen pengetahuan yang dapat diterapkan di
instansi pemerintah:

1. Pengumpulan Pengetahuan

Proses ini melibatkan identifikasi, dokumentasi, dan akuisisi pengetahuan yang
relevan dari berbagai sumber, termasuk pegawai, dokumen, database, dan
sumber eksternal. Teknik yang dapat digunakan termasuk wawancara, survei,
sesi brainstorming, dan penggunaan platform digital untuk mengumpulkan
pengetahuan tacit (pengetahuan yang belum terdokumentasi) dan pengetahuan
eksplisit (pengetahuan yang sudah terdokumentasi).

2. Penyimpanan Pengetahuan

Setelah dikumpulkan, pengetahuan harus disimpan dalam format yang
terorganisir dan mudah diakses. Hal ini bisa dilakukan melalui pembuatan
database pengetahuan, repositori digital, atau sistem manajemen dokumen.
Penting untuk mengembangkan sistem klasifikasi dan tagging yang
memudahkan pencarian dan pengambilan informasi.

3. Manajemen Pengetahuan

Ini melibatkan pemeliharaan dan pembaruan pengetahuan yang disimpan
untuk memastikannya tetap relevan dan up-to-date. Ini termasuk peninjauan
periodik isi, pembaruan informasi yang usang, dan penambahan pengetahuan
baru. Manajemen pengetahuan juga melibatkan validasi pengetahuan untuk
memastikan keakuratan dan keandalannya.

4. Distribusi dan Penerapan Pengetahuan

Pengetahuan harus didistribusikan kepada pegawai dan stakeholder lainnya
secara efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, sistem
informasi internal, newsletter, atau platform kolaborasi online. Tujuannya
adalah untuk memastikan bahwa pengetahuan yang relevan dapat diakses dan
digunakan untuk pengambilan keputusan, inovasi, dan peningkatan layanan.



Teknologi Pendukung

e Sistem Manajemen Pengetahuan: Platform khusus yang dirancang untuk
mendukung semua aspek manajemen pengetahuan, dari pengumpulan
hingga distribusi.

e Sistem Manajemen Konten (Content Management System - CMS):
Memudahkan publikasi dan distribusi dokumen dan konten lainnya.

e Sistem Manajemen Pembelajaran (Learning Management System - LMS):
Mendukung pengembangan dan distribusi materi pelatihan.

e Platform Kolaborasi: Alat seperti Microsoft Teams, Slack, atau platform
serupa yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi.

e Tools Analitik Data: Untuk mengidentifikasi tren, pola, dan insight dari
data yang dikumpulkan.

Strategi Implementasi

e Kepemimpinan dan Komitmen: Dukungan kuat dari pimpinan instansi
sangat penting untuk keberhasilan implementasi KMS.

e Budaya Organisasi: Membangun budaya yang mendukung berbagi
pengetahuan dan pembelajaran berkelanjutan.

e Pelatihan dan Pengembangan: Melatih pegawai dalam menggunakan
sistem dan memahami pentingnya manajemen pengetahuan.

e Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Memantau dan mengevaluasi
efektivitas KMS secara berkala, serta melakukan penyesuaian dan
pembaruan sesuai kebutuhan.

Implementasi sistem manajemen pengetahuan di instansi pemerintah tidak
hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat pelayanan
publik melalui penggunaan pengetahuan yang lebih baik dan pengambilan
keputusan yang lebih informasi.

2.4. Data, Informasi dan Pengetahuan

Perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan sering kali dikategorikan
dalam sebuah hierarki yang disebut sebagai hierarki DIK (Data, Information,
Knowledge). Masing-masing memiliki karakteristik dan nilai yang berbeda
dalam proses pengambilan keputusan dan pembelajaran. Berikut adalah

penjelasan lengkap mengenai ketiganya:

Data

Definisi: Data adalah fakta mentah yang belum diproses atau dianalisis. Data
bisa berupa angka, kata, pengamatan, atau bahkan gambar yang belum
memiliki konteks atau makna tertentu.

Karakteristik: Bersifat objektif dan tidak memiliki makna sampai dianalisis.
Data dapat berupa kuantitatif atau kualitatif.

Contoh: Skor tes, tanggal, nama tempat, pengukuran suhu, jumlah penjualan.



Informasi

Definisi: Informasi adalah data yang telah diproses atau diorganisir ke dalam
konteks yang membuatnya bermakna. Proses ini melibatkan pengolahan,
pengklasifikasian, perhitungan, atau penafsiran data sehingga menghasilkan
sesuatu yang dapat dipahami dan digunakan.

Karakteristik: Menyediakan konteks, mengurangi ketidakpastian, dan memiliki
makna bagi penerima. Informasi membantu dalam pengambilan keputusan
dengan memberikan pemahaman tentang data.

Contoh: Laporan penjualan bulanan yang menunjukkan peningkatan atau

penurunan penjualan, rata-rata skor tes siswa, analisis cuaca dari data suhu.

Pengetahuan

Definisi: Pengetahuan adalah pemahaman, kesadaran, atau keakraban yang
diperoleh melalui pengalaman atau pendidikanmencakup fakta, informasi, dan -
keterampilan yang dimiliki seseorang tentang suatu topik. Pengetahuan
melibatkan integrasi berbagai potongan informasi dan pengalaman untuk
menerapkan atau menyelesaikan masalah.

Karakteristik: Bersifat sangat subjektif dan dipersonalisasi. Dibangun melalui
pembelajaran dan pengalaman, sering kali tacit (tidak terucapkan atau sulit
diartikulasikan) dan sulit untuk ditransfer.

Contoh: Keahlian seorang dokter dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan
gejala, pemahaman seorang insinyur tentang cara membangun jembatan yang

aman, kemampuan seorang manajer dalam memotivasi timnya.

Hubungan antara Data, Informasi, dan Pengetahuan

Dari Data ke Informasi: Proses ini melibatkan pengolahan data untuk
menghasilkan informasi yang bermakna. Misalnya, mengolah data penjualan
harian untuk menghasilkan laporan penjualan bulanan.

Dari Informasi ke Pengetahuan: Proses ini melibatkan pembelajaran dan
pengalaman, di mana seseorang menerapkan informasi dalam konteks tertentu
untuk membangun pengetahuan. Misalnya, menggunakan laporan penjualan
bulanan untuk mengidentifikasi tren dan membuat keputusan strategis.
Dalam praktiknya, perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan sering
kali bersifat fluid dan saling terkait, di mana setiap elemen memainkan peran

penting dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan dalam organisasi.



2.5. Kategori Pengetahuan

Pengetahuan dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe utama, masing-masing
memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda dalam konteks organisasi
maupun individu. Berikut ini adalah kategori pengetahuan yang paling umum
diidentifikasi:

Pengetahuan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori terdiri atas:

a. Pengetahuan eksplisit
Pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan yang sudah

didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media
tertentu berbentuk teks, gambar, suara, dan/atau audio visual yang
dapat diakses dan dipahami oleh orang lain.

b. Pengetahuan implisit
Pengetahuan implisit merupakan pengetahuan yang masih berada

dalam pikiran individu sebagai hasil dari pengalaman dan/atau proses

pembelajaran.

Pengetahuan ditransformasikan melalui proses:

a. sosialisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan implisit ke
pengetahuan implisit melalui diskusi atau berbagi pengetahuan dan
pengalaman untuk menghasilkan pengetahuan baru;

b. eksternalisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan implisit
pada setiap orang ke dalam bentuk pengetahuan eksplisit dan
menyimpannya dalam suatu media tertentu yang memungkinkan untuk
dikelola, diakses, dan didiseminasikan;

c. kombinasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan yang
mengombinasikan berbagai pengetahuan eksplisit yang berbeda untuk
menghasilkan pengetahuan eksplisit baru; dan

d. internalisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan eksplisit ke
pengetahuan implisit pada setiap orang.

Pimpinan Perangkat Daerah wajib mendorong terjadinya transformasi
pengetahuan untuk pelaksanaan manajemen pengetahuan SBPE.

Penerapan dalam Organisasi

Pemahaman terhadap berbagai jenis pengetahuan ini sangat penting dalam
konteks manajemen pengetahuan dalam organisasi. Organisasi yang berhasil
mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan berbagai tipe pengetahuan ini
dapat meningkatkan inovasi, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Strategi

manajemen pengetahuan yang efektif melibatkan penciptaan, berbagi, dan
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aplikasi pengetahuan tacit dan eksplisit untuk meningkatkan Kkinerja

organisasi.

2.6. Sifat Pengetahuan

Pengetahuan memiliki berbagai sifat yang membedakannya dari data atau
informasi, memberikan nilai unik dan kompleksitas dalam penggunaan serta
manajemen pengetahuan. Berikut adalah beberapa sifat penting dari
pengetahuan:

1. Tacit dan Eksplisit

Tacit: Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang sulit untuk
diungkapkan atau dibagi dengan kata-kata. Ini sering kali bersifat pribadi,
terkandung dalam pengalaman individu, dan melibatkan intuisi serta
keterampilan yang tidak mudah ditransfer.

Eksplisit: Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang dapat dengan
mudah dikomunikasikan atau didokumentasikan. Ini termasuk fakta,
aturan, dan prosedur yang dapat dibagi melalui bahasa tertulis atau lisan.

2. Subjektif
Pengetahuan bersifat subjektif karena terbentuk dari pengalaman,
persepsi, dan interpretasi individu. Ini berarti pengetahuan yang sama
dapat dimengerti dan diterapkan secara berbeda oleh orang yang berbeda,
tergantung pada latar belakang dan konteks mereka.

3. Kontekstual
Nilai dan relevansi pengetahuan sering kali tergantung pada konteks .
spesifik di mana pengetahuan tersebut diterapkan. Pengetahuan yang
sangat berguna dalam satu situasi mungkin tidak relevan atau bahkan
menyesatkan dalam konteks lain.

4. Dinamis
Pengetahuan bukanlah sesuatu yang statis; ia terus berkembang seiring
dengan penemuan baru, pengalaman, dan interaksi. Organisasi dan
individu yang berhasil mengelola pengetahuan secara efektif adalah
mereka yang terus belajar dan menyesuaikan pengetahuan mereka.

5. Terintegrasi
Pengetahuan sering terbentuk dari integrasi berbagai informasi, data,
pengalaman, dan intuisi. Hal ini memungkinkan pembentukan
pemahaman yang lebih dalam dan solusi yang lebih inovatif.

6. Dapat Diperluas
Pengetahuan dapat diperluas melalui proses belajar, eksplorasi, dan
interaksi dengan orang lain. Berbagi pengetahuan dengan orang lain juga
dapat meningkatkan pemahaman kolektif dan individu.
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7. Sulit Dipatenkan
Sementara produk pengetahuan tertentu, seperti penemuan atau karya
sastra, dapat dipatenkan atau dilindungi hak ciptanya, pengetahuan itu
sendiri—sebagai proses pemahaman atau keterampilan—sering kali sulit
untuk dilindungi secara hukum karena sifatnya yang abstrak dan pribadi.

8. Nilai Berasal dari Penerapan
Pengetahuan memperoleh nilai nyata ketika diterapkan. Sebuah
organisasi atau individu dapat memiliki banyak pengetahuan, tetapi
tanpa aplikasi yang efektif, pengetahuan tersebut mungkin tidak
menghasilkan manfaat praktis atau keunggulan kompetitif.

Mengelola pengetahuan dengan mempertimbangkan sifat-sifat ini memerlukan
pendekatan yang holistik dan adaptif, yang tidak hanya fokus pada
pengumpulan dan penyimpanan pengetahuan tetapi juga pada pembelajaran,
berbagi, dan penerapan pengetahuan secara strategis.

2.7. Manfaat Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan di instansi pemerintah memainkan peran krusial
dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik.
Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan manajemen
pengetahuan di instansi pemerintah: '

1. Meningkatkan Pengambilan Keputusan
Manajemen pengetahuan membantu memastikan bahwa keputusan
dibuat berdasarkan pengetahuan dan informasi yang paling akurat dan
terkini. Dengan memiliki akses ke database pengetahuan yang kaya,
pejabat pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan
berbasis bukti, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas dan
relevansi kebijakan dan program.

2. Meningkatkan Efisiensi Operasional
Dengan mengelola pengetahuan secara efektif, instansi pemerintah
dapat menghindari duplikasi upaya dan memanfaatkan sumber daya
dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan penghematan waktu dan
biaya, serta memastikan bahwa praktik ' terbaik dibagi dan
diimplementasikan secara luas. '

3. Memperkuat Kapasitas Inovasi
Manajemen pengetahuan mendorong inovasi dengan memfasilitasi
pertukaran ide dan pengalaman antar individu dan unit organisasi. Ini
menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemikiran kreatif dan
pengembangan solusi baru untuk tantangan pelayanan publik.

4. Mendukung Pembelajaran Organisasi
Instansi pemerintah dapat menjadi organisasi yang belajar, di mana
pengetahuan terus menerus dikembangkan, dibagi, dan diperbaharui.
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Hal ini memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan
lingkungan dan kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif.

5. Memperkuat Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan
Manajemen pengetahuan memfasilitasi kolaborasi antar departemen dan
agensi pemerintah, serta dengan stakeholder eksternal, seperti sektor
swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Ini membantu membangun

sinergi dan memperkuat upaya bersama dalam menyelesaikan masalah
publik.

6. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Dengan mendokumentasikan dan membuat pengetahuan tersedia secara
luas, manajemen pengetahuan dapat membantu meningkatkan
transparansi operasi pemerintah dan memfasilitasi pengawasan publik,
yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas.

7. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat
Dengan memanfaatkan pengetahuan secara efektif, instansi pemerintah
dapat meningkatkan kualitas dan responsivitas pelayanan publik. Ini
termasuk menyediakan informasi yang lebih baik kepada masyarakat,
merespon kebutuhan warga dengan lebih cepat, dan menyesuaikan
layanan untuk memenuhi kebutuhan spesifik.

8. Mempertahankan Pengetahuan Institusional
Manajemen pengetahuan membantu memastikan bahwa pengetahuan
penting tidak hilang ketika terjadi pergantian staf atau restrukturisasi
organisasi. Ini penting untuk mempertahankan memori institusional dan
memastikan kelangsungan operasional.

Implementasi manajemen pengetahuan yang efektif di instansi pemerintah
membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua tingkatan organisasi,
serta investasi dalam teknologi dan pelatihan yang memadai. Dengan
melakukan hal ini, instansi pemerintah dapat memaksimalkan manfaat
manajemen pengetahuan untuk mencapai tujuan strategis dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

2.8. Kerangka Pikir Manajemen Pengetahuan

Kerangka pikir manajemen pengetahuan (Knowledge Management Framework)
merupakan struktur konseptual yang mendefinisikan bagaimana pengetahuan
diorganisir, dikelola, dibagi, dan diterapkan dalam organisasi. Kerangka ini
membantu dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik
dalam manajemen pengetahuan untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut ini
adalah penjelasan umum tentang elemen-elemen utama yang sering ditemukan
dalam kerangka pikir manajemen pengetahuan:
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. Penciptaan Pengetahuan

Merujuk pada proses menghasilkan pengetahuan baru melalui penelitian,
inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran. Ini termasuk pengembangan ide
baru, produk, atau metode kerja.

. Penangkapan dan Akuisisi Pengetahuan

Melibatkan pengumpulan pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk
pengetahuan tacit dari karyawan melalui wawancara, survei, dan
observasi, serta pengetahuan eksplisit dari dokumen, database, dan
sumber eksternal.

. Organisasi dan Penyimpanan Pengetahuan

Fokus pada pengelolaan pengetahuan sehingga mudah diakses dan
digunakan. Ini termasuk klasifikasi, indeksasi, dan penyimpanan
pengetahuan dalam basis pengetahuan atau sistem manajemen
pengetahuan.

. Berbagi dan Diseminasi Pengetahuan

Mengacu pada distribusi pengetahuan ke dalam dan di antara unit
organisasi dan individu. Metode meliputi workshop, pelatihan, sistem
manajemen pengetahuan, platform kolaborasi, dan komunitas praktik.

. Aplikasi Pengetahuan

Pengetahuan yang diperoleh dan dibagi harus diterapkan untuk
meningkatkan proses, produk, atau layanan. Ini termasuk pemanfaatan
pengetahuan dalam pengambilan keputusan, inovasi, dan penyelesaian
masalah.

. Penilaian dan Pengukuran

Proses evaluasi efektivitas praktik manajemen pengetahuan, termasuk
pengukuran dampak pengetahuan terhadap kinerja organisasi, efisiensi
operasional, dan inovasi.

. Budaya Organisasi

Budaya yang mendukung berbagi pengetahuan, kolaborasi, dan
pembelajaran terus-menerus adalah kunci untuk kesuksesan manajemen
pengetahuan. Ini termasuk nilai-nilai, norma, dan perilaku yang
mempromosikan terbukanya komunikasi dan apresiasi terhadap
pengetahuan.

. Teknologi Pendukung

Teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam
mendukung semua aspek manajemen pengetahuan. Ini termasuk sistem
manajemen pengetahuan, platform kolaborasi, basis pengetahuan, dan-
alat pencarian.

. Kepemimpinan dan Strategi
Kepemimpinan yang kuat dan strategi yang jelas diperlukan untuk
mengarahkan dan mendukung inisiatif- manajemen pengetahuan. Ini



_re

termasuk penetapan visi, tujuan, dan kebijakan manajemen pengetahuan
yang sesuai dengan strategi organisasi secara keseluruhan.
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BAB III
KERANGKA KERJA DAN EKOSISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN

3.1. Kerangka Kerja Manajemen Pengetahuan SPBE

Kerangka kerja manajemen pengetahuan SPBE digunakan untuk membantu
Pemerintah Kota Blitar dalam mengintegrasikan manajemen pengetahuan SPBE
dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Komponen kerangka
kerja manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:

e Pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan pengetahuan SPBE
e Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE
¢ Pembentukan struktur pengelola manajemen pengetahuan SPBE.

3.1.1. Pembangunan Budaya Berbagai dan Meningkatkan Pengetahuan SPBE

Pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan Pengetahuan SPBE
dilaksanakan dengan menyesuaikan nilai-nilai budaya di Pemerintah Kota
Blitar. Pembangunan budaya berbagi dilakukan dengan berbagi pengetahuan
antar setiap orang atau kelompok yang dimanfaatkan bersama untuk
kepentingan organisasi. Pembangunan budaya meningkatkan pengetahuan
SPBE dilakukan untuk mendorong pola pikir yang berorientasi pada pemecahan
masalah, pembangunan kompetensi setiap orang, dan peningkatan kinerja
organisasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Blitar. Dalam pembangunan
budaya berbagi dan meningkatkan pengetahuan SPBE dibutuhkan:

a. kepemimpinan digital dengan kriteria:
1. memiliki komitmen dalam mengelola pengetahuan
2. mampu memberikan arahan kebijakan yang jelas dan mudah
dipahami
3. mampu memberikan dukungan secara konsisten dalam
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan pengetahuan organisasi terkait SPBE
4. mampu membangun kepercayaan dan mendorong pola pikir serta
budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif;
b. sistem penghargaan terhadap kontribusi aparatur sipil negara dalam:
1. pembangunan basis pengetahuan SPBE
2. berbagi pengetahuan SPBE
3. berpartisipasi dalam memecahkan masalah dan menciptakan
pengetahuan baru SPBE

3.1.2. Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE

Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE diterapkan
dengan berpedoman pada:

e siklus manajemen secara umum meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi, dan perbaikan; dan

e siklus manajemen pengetahuan meliputi pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi.
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Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE dilaksanakan
secara terpadu menggunakan teknologi dan sistem informasi manajemen
pengetahuan SPBE yang terpusat dan terintegrasi. Penyelenggaraan proses
bisnis manajemen pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan proses manajemen
secara keseluruhan, menyatu dalam budaya, dan disesuaikan dengan proses
bisnis organisasi pada setiap Perangkat Daerah.

3.1.3. Pembentukan struktur pengelola manajemen pengetahuan SPBE.

Struktur manajemen pengetahuan adalah susunan organisasional dan
sistematis dari sumber daya, proses, teknologi, dan kebijakan yang diperlukan
untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan
pengetahuan dalam sebuah organisasi. Pembentukan struktur pengelola
manajemen pengetahuan SPBE terintegrasi dengan tim koordinasi SPBE
Pemerintah Kota Blitar.

3.2. Ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE

Ekosistem manajemen pengetahuan SPBE merupakan suatu tatanan utuh yang
memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan SPBE yang berguna
bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Ekosistem manajemen pengetahuan
SPBE terdiri atas berbagai komponen pelaku dan subsistem yang saling
berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan sekitarnya.

Komponen pelaku dalam ekosistem manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:

a. pengelola kebijakan;
b. pelaksana; dan
c. pendukung.

Subsistem dalam ekosistem manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:

a. basis pengetahuan SPBE; dan
b. sistem manajemen pengetahuan SPBE.

Pengelola kebijakan terdiri atas:

a. pembuat kebijakan terkait penerapan manajemen pengetahuan SPBE;
dan

b. pengawas penerapan manajemen pengetahuan SPBE agar sesuai dengan
kebijakan yang telah ditetapkan.

Pelaksana terdiri atas:

a. pemilik pengetahuan SPBE berupa setiap orang atau organisasi;

b. pengguna pengetahuan SPBE yang berasal dari internal organisasi atau
eksternal organisasi;

c. pengelola proses manajemen pengetahuan SPBE sebagai pihak yang
mendorong interaksi dan kolaborasi untuk menjembatani kebutuhan
pengetahuan antara pemilik dan pengguna pengetahuan SPBE;

d. penyedia teknologi yang mendukung penerapan manajemen pengetahuan
SPBE; dan
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e. pengelola kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaksana
pengembangan kompetensi setiap orang khususnya untuk pendidikan
dan pelatihan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyedia teknologi terdiri atas:

a. pengelola basis pengetahuan SPBE sebagai penyedia dan pemelihara
basis pengetahuan SPBE untuk dapat diakses dan digunakan oleh
penggunanya; dan

b. pengelola aplikasi manajemen pengetahuan SPBE yang mendukung
proses manajemen pengetahuan SPBE untuk:

1. pencarian pengetahuan SPBE yang dibutuhkan;
2. berbagi pengetahuan SPBE; dan
3. penciptaan pengetahuan baru SPBE.

Pendukung merupakan penyedia sumber daya yang terdiri atas:

a. penyedia sumber daya manusia;
b. penyedia sarana dan prasarana; dan
c. penyedia anggaran.

Pada gambar 1 berikut ini dapat dilihat bagan ekosistem manajemen
pengetahuan SPBE.
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Gambar 1 Bagan Ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE

Sedangkan pada gambar 2 berikut ini dapat dilihat arsitektur sistem informasi
manajemen pengetahuan SPBE yang dapat diterapkan di lingkungan
Pemerintah Kota Blitar.
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Gambar 2 Bagan Arsitektur Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan.
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BAB IV
SIKLUS MANAJEMEN PENGETAHUAN

Secara umum siklus manajemen pengetahuan terdiri dari 4 tahap yaitu:

a) Perencanaan manajemen pengetahuan

b) Pelaksanaan manajemen pengetahuan

c) Pemantauan dan Evaluasi manajemen pengetahuan
d) Perbaikan manajemen pengetahuan

4.1. Perencanaan

Perencanaan penerapan manajemen pengetahuan merupakan proses penting

yang

memungkinkan organisasi untuk secara efektif mengidentifikasi,

mengelola, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya.
Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan dapat diakses
dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya dan dapat digunakan
untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah tahapan
dalam perencanaan penerapan manajemen pengetahuan:

1

Penilaian Kebutuhan dan Audit Pengetahuan

Penilaian Kebutuhan: Memahami kebutuhan pengetahuan spesifik
organisasi, termasuk identifikasi area di mana pengetahuan diperlukan
untuk mendukung keputusan strategis dan operasional.

Audit Pengetahuan: Melakukan inventarisasi pengetahuan yang sudah
ada dalam organisasi, termasuk pengetahuan tacit (tidak
terdokumentasi) dan eksplisit (terdokumentasi), serta mengidentifikasi
celah pengetahuan.

. Pengembangan Strategi Manajemen Pengetahuan

Menyusun strategi tentang bagaimana pengetahuan akan dikelola dan
dibagikan dalam organisasi. Ini termasuk menetapkan tujuan, sasaran,
dan indikator kinerja utama untuk inisiatif manajemen pengetahuan.

Desain dan Pemilihan Teknologi

Memilih dan mendesain infrastruktur teknologi yang mendukung
kegiatan manajemen pengetahuan, seperti sistem manajemen
pengetahuan, platform kolaborasi, dan alat pencarian dan pengambilan
informasi.

. Pengembangan dan Implementasi Rencana Aksi

Mengembangkan rencana aksi yang mendetail termasuk jadwal,
anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Rencana ini juga harus
mencakup kegiatan untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan
membagikan pengetahuan, serta mengembangkan kompetensi karyawan
dalam manajemen pengetahuan.

Pelatihan dan Pengembangan

Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk
meningkatkan kesadaran dan kompetensi dalam manajemen
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pengetahuan, termasuk penggunaan teknologi dan praktek terbaik
dalam pembagian pengetahuan.

6. Pengukuran dan Evaluasi

Menetapkan mekanisme untuk mengukur efektivitas inisiatif manajemen
pengetahuan dan membuat penyesuaian berdasarkan umpan balik dan
hasil evaluasi. Ini termasuk mengukur dampak manajemen pengetahuan
terhadap kinerja organisasi dan pencapaian tujuan strategis.

7. Penyempurnaan Berkelanjutan

Berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi, melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian pada strategi dan praktik manajemen
pengetahuan untuk memastikan mereka tetap relevan dan efektif dalam
memenuhi kebutuhan organisasi.

Tahapan ini tidak selalu linear dan dapat beradaptasi tergantung pada
perubahan kebutuhan dan kondisi organisasi. Kunci dari perencanaan
penerapan manajemen pengetahuan adalah pendekatan yang terfokus pada
manusia, memastikan partisipasi aktif dari semua pegawai, dan penggunaan
teknologi sebagai enabler untuk memfasilitasi pembagian dan pengelolaan
pengetahuan.

4.2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan manajemen pengetahuan adalah bagian krusial dalam
siklus penerapan manajemen pengetahuan yang bertujuan untuk
mengaktualisasikan strategi dan rencana yang telah disusun. Tahapan ini
melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mengumpulkan,
mengelola, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan secara efektif dalam -
organisasi. Berikut adalah tahapan pelaksanaan manajemen pengetahuan:

1. Pengumpulan Pengetahuan (Knowledge Capture)
Tahap ini melibatkan identifikasi dan akuisisi pengetahuan dari berbagai
sumber, termasuk pengetahuan tacit yang dimiliki oleh individu dan
pengetahuan eksplisit yang terdokumentasi. Kegiatan ini dapat meliputi
wawancara, survei, lokakarya, dan penggunaan teknologi untuk
mengumpulkan data dan informasi.

2. Dokumentasi dan  Pengorganisasian Pengetahuan (Knowledge
Documentation and Organization)
Setelah pengetahuan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah
mendokumentasikan dan mengorganisir pengetahuan tersebut dalam
format yang mudah diakses dan digunakan. Ini termasuk pembuatan
basis pengetahuan, wiki, atau database, serta penggunaan tag dan
metadata untuk memudahkan pencarian.

3. Pembagian Pengetahuan (Knowledge Sharing)
Tahap ini fokus pada pembagian pengetahuan antar individu, tim, dan
unit organisasi. Pembagian pengetahuan dapat difasilitasi melalui
pertemuan, seminar, forum online, platform kolaborasi, dan sistem
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manajemen pengetahuan yang memungkinkan pengguna untuk
mengakses dan berkontribusi pada pengetahuan yang tersedia.

4. Penerapan Pengetahuan (Knowledge Application)
Tujuan utama dari manajemen pengetahuan adalah untuk memastikan
pengetahuan yang relevan dapat diaplikasikan dalam pengambilan
keputusan, proses Kkerja, dan inovasi. Ini melibatkan integrasi
pengetahuan ke dalam praktik sehari-hari, pengembangan produk baru,
dan peningkatan proses.

5. Pembelajaran dan Inovasi (Learning and Innovation)
Berdasarkan penerapan pengetahuan, organisasi harus mendorong
pembelajaran berkelanjutan dan inovasi. Ini termasuk analisis hasil dari
penerapan pengetahuan, identifikasi pelajaran yang dipelajari, dan
penggunaan insight tersebut untuk menghasilkan ide-ide baru dan
perbaikan proses.

6. Evaluasi dan Penyesuaian (Evaluation and Adjustment)
Melakukan evaluasi terhadap kegiatan manajemen pengetahuan untuk
mengukur efektivitas dan dampaknya terhadap kinerja organisasi.
Berdasarkan hasil evaluasi, organisasi dapat melakukan penyesuaian
strategis dan operasional untuk meningkatkan proses manajemen
pengetahuan.

Tahapan ini harus dikelola secara dinamis dan iteratif, dengan pemahaman
bahwa manajemen pengetahuan adalah proses berkelanjutan yang
membutuhkan penyesuaian dan pembaharuan reguler untuk tetap relevan dan
efektif. Kesuksesan pelaksanaan manajemen pengetahuan sangat bergantung
pada keterlibatan dan komitmen dari seluruh anggota organisasi, serta
kemampuan organisasi untuk menciptakan budaya yang mendukung
pembelajaran dan berbagi pengetahuan.

4.3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dalam siklus penerapan manajemen pengetahuan
adalah tahapan kritis yang memungkinkan organisasi untuk mengukur
efektivitas praktik manajemen pengetahuan mereka dan melakukan
penyesuaian strategis berdasarkan hasil yang diperoleh. Proses ini membantu
dalam mengidentifikasi area perbaikan, mengoptimalkan sumber daya, dan
memastikan bahwa kegiatan manajemen pengetahuan selaras dengan tujuan
strategis organisasi. Berikut adalah tahapan pemantauan dan evaluasi
manajemen pengetahuan: :

1. Pengaturan Indikator Kinerja (Key Performance Indicators - KPIs)
Menentukan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai,
relevan, dan terikat waktu (SMART) untuk mengukur kemajuan dan
efektivitas inisiatif manajemen pengetahuan. KPIs bisa mencakup metrik
seperti peningkatan kecepatan akses terhadap pengetahuan,
peningkatan kualitas keputusan, pengurangan waktu siklus untuk tugas
tertentu, atau tingkat partisipasi dalam platform pembagian
pengetahuan.
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2. Pemantauan Terus Menerus
Melakukan pemantauan terus menerus terhadap kegiatan manajemen
pengetahuan dan mengukur kinerja terhadap KPIs yang telah
ditetapkan. Pemantauan ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara,
pengamatan, dan penggunaan alat analitik untuk mengumpulkan data
terkait penggunaan dan efektivitas sumber daya pengetahuan.

3. Pengumpulan Umpan Balik
Mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan stakeholder terkait
dengan manajemen pengetahuan. Umpan balik ini sangat penting untuk
memahami bagaimana inisiatif manajemen pengetahuan diterima dan
diaplikasikan dalam praktik sehari-hari.

4. Analisis dan Evaluasi
Menganalisis data yang dikumpulkan melalui pemantauan dan umpan
balik untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan manajemen pengetahuan.
Analisis ini mencakup menilai sejauh mana tujuan manajemen
pengetahuan telah tercapai dan mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja.

5. Identifikasi Pelajaran yang Dipelajari dan Area Perbaikan
Berdasarkan analisis, mengidentifikasi pelajaran yang dipelajari, best
practices, serta area yang membutuhkan perbaikan atau penyesuaian.
Hal ini termasuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang
dihadapi selama pelaksanaan dan mencari solusi untuk mengatasinya.

6. Penyusunan Rencana Aksi untuk Penyempurnaan
Mengembangkan rencana aksi yang mencakup langkah-langkah konkret
untuk mengatasi area perbaikan yang telah diidentifikasi. Rencana ini
harus mencakup alokasi sumber daya, penjadwalan, dan penentuan
tanggung jawab.

7. Implementasi Perbaikan dan Penyesuaian
Melaksanakan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan rencana aksi
yang telah disusun. Ini dapat melibatkan pengenalan alat atau teknologi
baru, revisi prosedur dan kebijakan, atau inisiatif pelatihan dan
pengembangan untuk meningkatkan kompetensi manajemen
pengetahuan.

Tahapan pemantauan dan evaluasi ini harus dilihat sebagai siklus
berkelanjutan yang memungkinkan organisasi untuk secara proaktif mengelola
dan meningkatkan praktik manajemen pengetahuan mereka. Melalui proses ini,
organisasi dapat memastikan bahwa inisiatif manajemen pengetahuan tetap
relevan, efektif, dan sejalan dengan tujuan strategis mereka.

4 4. Perbaikan

Tahapan perbaikan dalam siklus penerapan manajemen pengetahuan
merupakan langkah Kkritis yang memastikan bahwa praktik dan sistem
manajemen pengetahuan terus berkembang dan disesuaikan untuk memenuhi
kebutuhan organisasi yang dinamis. Perbaikan ini diperlukan untuk mengatasi
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tantangan, mengintegrasikan pelajaran yang dipelajari, dan meningkatkan
efektivitas secara keseluruhan dalam mengelola pengetahuan. Berikut adalah
tahapan perbaikan manajemen pengetahuan:

IL..

Analisis Umpan Balik dan Data Kinerja

Langkah pertama dalam perbaikan adalah menganalisis umpan balik
dari pengguna sistem manajemen pengetahuan dan data kinerja yang
terkait dengan penerapan manajemen pengetahuan. Ini termasuk
mengevaluasi sejauh mana tujuan manajemen pengetahuan telah
tercapai dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

. Identifikasi Area Perbaikan

Berdasarkan analisis, identifikasi area spesifik yang memerlukan
perbaikan, yang bisa termasuk proses pengumpulan pengetahuan,
penyimpanan, pembagian, atau aplikasi pengetahuan. Fokus pada area
yang memiliki potensi dampak terbesar terhadap efektivitas manajemen
pengetahuan.

. Penyusunan Rencana Perbaikan

Mengembangkan rencana perbaikan yang mencakup langkah-langkah
spesifik untuk mengatasi kekurangan yang telah diidentifikasi. Rencana
ini harus mencakup penetapan tujuan yang jelas, alokasi sumber daya
yang diperlukan, dan jadwal implementasi.

Implementasi Tindakan Perbaikan

Melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan rencana yang telah
disusun. Ini bisa melibatkan pengenalan teknologi baru, revisi prosedur
dan kebijakan, pelatihan ulang karyawan, atau inisiatif lain yang
dirancang wuntuk meningkatkan pengelolaan dan pembagian
pengetahuan.

. Monitoring dan Evaluasi Tindakan Perbaikan

Setelah tindakan perbaikan diimplementasikan, penting untuk
memantau dan mengevaluasi efektivitasnya. Ini melibatkan
pengumpulan dan analisis data untuk menilai apakah tindakan
perbaikan telah berhasil memenuhi tujuan yang ditetapkan dan
mengidentifikasi apakah ada kebutuhan untuk penyesuaian lebih lanjut.

Integrasi Pelajaran yang Dipelajari

Mengintegrasikan pelajaran yang dipelajari dari proses perbaikan ke
dalam praktik manajemen pengetahuan. Ini termasuk berbagi
pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama proses perbaikan
dengan seluruh organisasi untuk memperkuat kapasitas manajemen
pengetahuan.

Penyesuaian Berkelanjutan

Tahapan perbaikan harus dipandang sebagai proses berkelanjutan,
bukan satu kali peristiwa. Organisasi harus terus mencari cara untuk
memperbaiki dan menyempurnakan sistem manajemen pengetahuan
mereka berdasarkan perubahan kebutuhan organisasi dan lingkungan
eksternal. '
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Tahapan perbaikan ini memastikan bahwa sistem manajemen pengetahuan
tetap relevan, responsif, dan efektif dalam mendukung tujuan dan strategi
organisasi. Melalui siklus perbaikan berkelanjutan, organisasi dapat
meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola dan memanfaatkan
pengetahuan secara efektif, mendorong inovasi, dan mempertahankan
keunggulan kompetitif.
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BAB V
PROSES MANAJEMEN PENGETAHUAN

Secara umum proses manajemen pengetahuan, meliputi:

a) Pengumpulan

b) Pengolahan

c) Penyimpanan

d) Penggunaan

e) Alih pengetahuan dan teknologi

5.1. Pengumpulan

Dalam konteks instansi pemerintah, proses pengumpulan pengetahuan dalam
penerapan manajemen pengetahuan melibatkan serangkaian tahapan yang
disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik dan struktur organisasi
pemerintahan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
dan kualitas layanan publik melalui pengelolaan pengetahuan yang sistematis.
Berikut adalah tahapan proses pengumpulan pengetahuan yang umumnya
diterapkan di instansi pemerintah:

i,

Penentuan Tujuan dan Sasaran

Mengidentifikasi tujuan dan sasaran spesifik dari pengumpulan
pengetahuan, sesuai dengan misi dan kebutuhan strategis instansi
tersebut. Ini termasuk menentukan bagaimana pengetahuan yang
dikumpulkan akan mendukung peningkatan layanan publik dan
kebijakan pemerintah.

Audit Pengetahuan Awal

Melakukan audit pengetahuan untuk memahami sumber, jenis, dan
lokasi pengetahuan yang sudah ada di dalam instansi. Tahap ini juga
mengidentifikasi celah pengetahuan dan area dimana informasi atau
keahlian tambahan diperlukan.

Identifikasi Sumber Pengetahuan

Menentukan sumber pengetahuan internal dan eksternal yang relevan.
Untuk instansi pemerintah, sumber internal mungkin termasuk dokumen
kebijakan, laporan penelitian, dan pengalaman karyawan. Sumber
eksternal dapat meliputi kerjasama dengan instansi lain, organisasi
internasional, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.

Pengembangan Strategi Pengumpulan

Menyusun strategi dan metode pengumpulan pengetahuan yang akan
digunakan, termasuk teknik seperti wawancara, lokakarya, diskusi
kelompok fokus, survei, serta penggunaan platform digital dan media
sosial untuk mengumpulkan input dari masyarakat luas.

. Eksekusi Pengumpulan Pengetahuan

Melaksanakan strategi pengumpulan pengetahuan melalui aktivitas yang
direncanakan, seperti mengadakan sesi brainstorming, mengumpulkan
dokumen, dan melakukan analisis data sekunder dari sumber eksternal.
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6. Dokumentasi dan Pengorganisasian Pengetahuan
Mendokumentasikan pengetahuan yang dikumpulkan dalam format yang
mudah diakses dan digunakan. Ini termasuk pengembangan database
pengetahuan, sistem manajemen konten, atau repositori digital yang
memudahkan pencarian dan akses pengetahuan.

7. Validasi dan Verifikasi Pengetahuan
Memastikan kredibilitas dan relevansi pengetahuan melalui proses
validasi dan verifikasi. Tahap ini mungkin melibatkan review oleh pakar, -
verifikasi fakta, atau pilot implementasi untuk menguji aplikabilitas
pengetahuan dalam konteks nyata.

8. Integrasi dan Pembagian Pengetahuan '
Mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sistem dan proses
organisasi yang ada. Ini termasuk pembagian pengetahuan melalui sesi
pelatihan, seminar, dan penggunaan platform kolaborasi untuk
memastikan penyebaran pengetahuan yang luas di antara karyawan dan
stakeholder.

9. Monitoring dan Evaluasi
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pengumpulan
pengetahuan untuk menilai efektivitasnya, mengidentifikasi tantangan,
dan menentukan area untuk perbaikan di masa depan.

Dalam penerapan di instansi pemerintah, penting untuk mempertimbangkan
faktor-faktor seperti kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan
akuntabilitas. Keterlibatan dan partisipasi dari berbagai pemangku
kepentingan, termasuk masyarakat, juga krusial untuk memastikan bahwa
proses pengumpulan pengetahuan mencerminkan kebutuhan dan ekspektasi
publik secara luas.

5.2. Pengolahan

Pengolahan pengetahuan dalam konteks manajemen pengetahuan di instansi
pemerintah melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk mengubah
pengetahuan yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang dapat digunakan
dan bermanfaat, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan
layanan publik. Tahapan ini esensial untuk memastikan bahwa pengetahuan
yang ada dapat diakses, dipahami, dan diterapkan secara efektif. Berikut adalah
tahapan pengolahan pengetahuan dalam proses manajemen pengetahuan di
instansi pemerintah:

1. Klasifikasi dan Kategorisasi
Pengetahuan yang dikumpulkan perlu diklasifikasikan dan dikategorikan
berdasarkan topik, area fokus, atau jenis pengetahuan untuk
memudahkan akses dan penggunaan. Klasifikasi ini bisa berbasis sistem
tagging, pembuatan kategori, atau penggunaan ontologi pengetahuan.

2. Analisis dan Sintesis
Melakukan analisis terhadap pengetahuan yang dikumpulkan untuk
mengidentifikasi pola, tren, atau insight yang relevan. Sintesis
pengetahuan melibatkan penggabungan befbagai sumber pengetahuan
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untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam atau untuk
mengembangkan solusi baru untuk masalah yang ada.

3. Verifikasi dan Validasi
Memastikan keakuratan, keandalan, dan relevansi pengetahuan melalui
proses verifikasi dan validasi. Proses ini mungkin melibatkan pengecekan
fakta, review oleh pakar di bidangnya, atau pilot testing untuk menilai
aplikabilitas pengetahuan dalam kondisi nyata.

4. Penyimpanan dan Dokumentasi
Mengorganisir dan menyimpan pengetahuan yang telah diolah dalam
sistem manajemen pengetahuan atau basis data yang memungkinkan
pencarian yang mudah dan akses cepat. Ini termasuk penggunaan sistem
manajemen konten, basis data pengetahuan, atau sistem informasi .
geografis (SIG) untuk data spasial.

5. Pembuatan Konten dan Dokumen
Mengembangkan dokumen, panduan, kebijakan, atau materi lainnya
yang menggabungkan pengetahuan yang telah diolah untuk mendukung
keputusan dan operasi instansi. Hal ini dapat mencakup penulisan
laporan penelitian, pembuatan modul pelatihan, atau pengembangan
dashboard analitik. '

6. Pembagian dan Diseminasi
Memastikan bahwa pengetahuan yang telah diolah dibagikan secara
efektif di dalam organisasi dan dengan stakeholder eksternal jika perlu.
Ini mungkin melibatkan penggunaan intranet pemerintah, platform
pembelajaran elektronik, presentasi, atau pertemuan publik untuk
menyebarkan informasi.

7. Penerapan dan Implementasi
Menerapkan pengetahuan yang telah diolah dalam pengambilan
keputusan, perencanaan strategis, dan penyediaan layanan. Ini termasuk
mengintegrasikan pengetahuan ke dalam kebijakan publik, merancang
program baru, atau memperbaiki proses kerja.

8. Monitoring, Evaluasi, dan Feedback
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan pengetahuan
untuk menilai dampaknya terhadap kinerja organisasi dan pencapaian
tujuan. Mendapatkan feedback dari pengguna pengetahuan dan
stakeholder adalah penting untuk memahami efektivitas diseminasi dan
aplikasi pengetahuan.

9. Penyesuaian dan Pembaruan
Berdasarkan feedback dan evaluasi, melakukan penyesuaian dan
pembaruan pada pengetahuan yang diolah untuk memastikan
keakuratan, relevansi, dan efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan
organisasi dan stakeholder.

Proses pengolahan pengetahuan di instansi pemerintah harus fleksibel dan
adaptif, mengingat perubahan kebutuhan informasi dan kondisi eksternal.
Kolaborasi antar-unit dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
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(TIK) memainkan peran penting dalam mempercepat dan memperluas
jangkauan pengolahan dan pembagian

5.3. Penyimpanan

Penyimpanan pengetahuan adalah tahapan krusial dalam proses manajemen
pengetahuan yang memastikan pengetahuan yang telah dikumpulkan dan
diolah dapat disimpan secara efektif dan efisien, sehingga memudahkan akses
dan pemulihan di masa mendatang. Penyimpanan pengetahuan yang baik
membantu dalam mempertahankan aset intelektual organisasi dan
memungkinkan berbagi pengetahuan secara luas. Berikut adalah tahapan
penyimpanan pengetahuan dalam proses manajemen pengetahuan:

1. Pengkategorian dan Pengindeksan
Pengetahuan yang dikumpulkan harus dikategorikan dan diindeks
berdasarkan topik, jenis, atau parameter lain yang relevan. Ini
memudahkan pencarian dan pemulihan informasi. Pengkategorian yang
efektif memungkinkan pengguna untuk menemukan pengetahuan yang
mereka butuhkan dengan cepat dan efisien.

2. Pengembangan Repositori Pengetahuan
Membangun atau memilih sistem repositori pengetahuan yang sesuai
untuk menyimpan pengetahuan. Repositori ini bisa berupa sistem
manajemen dokumen, basis data, wiki, atau platform manajemen
pengetahuan khusus. Penting untuk memilih platform yang mendukung
berbagai format data dan memungkinkan akses mudah bagi pengguna.

3. Standarisasi Format
Untuk memudahkan penyimpanan, akses, dan pembagian, penting untuk
menstandardisasi format pengetahuan yang disimpan. Ini termasuk
dokumen teks, presentasi, video, atau data. Format standar memastikan
kompatibilitas dan aksesibilitas lintas platform.

4. Pengamanan dan Perlindungan Pengetahuan
Implementasi pengamanan untuk melindungi pengetahuan dari akses
tidak sah, kerusakan, atau kehilangan. Ini bisa melibatkan penggunaan
enkripsi, kontrol akses berbasis peran, dan backup data secara berkala.

5. Metadata dan Deskripsi
Penambahan metadata dan deskripsi terperinci untuk setiap item
pengetahuan yang disimpan. Metadata dapat mencakup informasi
tentang penulis, tanggal pembuatan, versi, dan kata kunci yang
memudahkan penggunaan dan pengelolaan pengetahuan.

6. Integrasi dengan Sistem Lain
Mengintegrasikan repositori pengetahuan dengan sistem informasi lain
dalam organisasi, seperti sistem manajemen sumber daya manusia atau
sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), untuk
memungkinkan akses yang lebih luas dan aplikasi pengetahuan dalam
berbagai konteks operasional.
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7. Pelatihan dan Dukungan Pengguna
Memberikan pelatihan dan dukungan kepada pengguna mengenai cara
mengakses dan menggunakan repositori pengetahuan. Edukasi pengguna
membantu memaksimalkan pemanfaatan repositori dan mempromosikan
budaya berbagi pengetahuan.

8. Pemeliharaan dan Pembaruan Berkala
Melakukan pemeliharaan dan pembaruan berkala pada sistem
penyimpanan pengetahuan untuk memastikan informasi tetap relevan,
akurat, dan mudah diakses. Ini termasuk menghapus pengetahuan yang
usang atau tidak lagi relevan dan menambahkan pengetahuan baru.

9. Evaluasi dan Peningkatan Sistem Penyimpanan
Secara berkala mengevaluasi efektivitas sistem penyimpanan
pengetahuan dan melakukan peningkatan berdasarkan feedback dari
pengguna dan perubahan teknologi.

Tahapan penyimpanan pengetahuan yang efektif memastikan bahwa aset
pengetahuan organisasi terjaga dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung
keputusan dan inovasi. Pendekatan sistematis dan terorganisir terhadap
penyimpanan pengetahuan memudahkan berbagi dan aplikasi pengetahuan
yang efisien di seluruh organisasi.

5.4. Penggunaan

Tahapan penggunaan pengetahuan dalam proses manajemen pengetahuan di
instansi pemerintah merupakan langkah penting yang memastikan
pengetahuan yang telah dikumpulkan, diolah, dan disimpan dapat diterapkan
untuk meningkatkan pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan
kualitas layanan kepada masyarakat. Berikut adalah tahapan penggunaan
pengetahuan tersebut: :

1. Identifikasi Kebutuhan Pengetahuan
Sebelum pengetahuan dapat digunakan secara efektif, instansi
pemerintah perlu mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan spesifik yang
berkaitan dengan tugas-tugas dan tantangan yang dihadapi. Ini termasuk
menentukan area di mana pengetahuan dapat memiliki dampak
signifikan terhadap peningkatan layanan atau kebijakan.

2. Akses ke Pengetahuan
Memastikan bahwa karyawan dan stakeholder memiliki akses mudah ke
repositori pengetahuan yang relevan. Ini mungkin melibatkan
penggunaan sistem manajemen pengetahuan, basis data, atau platform
kolaborasi yang memungkinkan pencarian dan pemulihan informasi yang
efisien.

3. Pembagian Pengetahuan
Mendorong dan memfasilitasi pembagian pengetahuan antar unit dan
departemen dalam instansi pemerintah. Ini bisa dilakukan melalui
lokakarya, seminar, dan sistem kolaborasi online yang memungkinkan
pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
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4. Penerapan Pengetahuan dalam Pengambilan Keputusan
Menggunakan pengetahuan yang tersedia untuk mendukung
pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Ini termasuk menerapkan
insight dari analisis data, pengalaman terdokumentasi, dan best practices
dalam merumuskan kebijakan, merencanakan program, dan
mengevaluasi opsi strategis.

5. Integrasi Pengetahuan ke dalam Proses dan Kebijakan
Mengintegrasikan pengetahuan ke dalam proses kerja sehari-hari dan
pengembangan kebijakan. Ini melibatkan penyesuaian prosedur,
pelatihan karyawan tentang praktik terbaik, dan revisi kebijakan untuk
memasukkan pemahaman baru dan pendekatan yang diperkaya oleh
pengetahuan yang relevan.

6. Inovasi Berbasis Pengetahuan
Mendorong inovasi dengan menggunakan pengetahuan untuk
mengidentifikasi peluang baru, mengembangkan solusi kreatif untuk
masalah kompleks, dan meningkatkan layanan yang disediakan kepada
masyarakat. Ini dapat melibatkan penggunaan teknologi baru,
pendekatan baru dalam penyediaan layanan, atau pengembangan produk
baru.

7. Evaluasi Dampak Penggunaan Pengetahuan
Menilai efektivitas penggunaan pengetahuan dalam mencapai tujuan
organisasi dan peningkatan layanan. Evaluasi ini bisa melibatkan
pengumpulan feedback dari pengguna layanan, analisis kinerja program,
dan penilaian terhadap proses pengambilan keputusan.

8. Pembelajaran dan Perbaikan Berkelanjutan
Menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki proses manajemen
pengetahuan dan penggunaan pengetahuan di masa depan. Ini
melibatkan identifikasi pelajaran yang dipelajari, penyebaran
pengetahuan tersebut ke seluruh organisasi, dan penyesuaian strategi
untuk peningkatan berkelanjutan. ,

Tahapan penggunaan pengetahuan ini memungkinkan instansi pemerintah
untuk memanfaatkan aset pengetahuannya secara maksimal, memperkuat
kapasitas institusional, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Kunci dari
keberhasilan tahapan ini adalah keterlibatan aktif dari semua karyawan dan
pemangku kepentingan, serta budaya organisasi yang mendukung
pembelajaran dan inovasi berkelanjutan.

5.5. Alih Pengetahuan dan Teknologi

Tahapan alih pengetahuan (knowledge transfer) dalam proses manajemen
pengetahuan di instansi pemerintah melibatkan proses berbagi dan
menyebarkan pengetahuan dari satu bagian organisasi ke bagian lain, atau dari
individu ke individu, untuk meningkatkan kapasitas institusi, efektivitas
kebijakan, dan kualitas layanan publik. Alih pengetahuan bertujuan untuk
memastikan bahwa pengetahuan penting tidak terisolasi dalam silo-silo
organisasi tetapi dapat dimanfaatkan secara luas. Berikut adalah tahapan alih
pengetahuan dalam konteks ini:
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. Identifikasi Pengetahuan yang Dapat Dialihkan

Menentukan pengetahuan apa yang paling bernilai dan relevan untuk
ditransfer. Ini termasuk pengetahuan tacit yang dimiliki oleh individu dan
pengetahuan eksplisit yang terdokumentasi. Pengetahuan yang
berpotensi memberikan dampak besar terhadap peningkatan kinerja dan
pencapaian tujuan organisasi diprioritaskan untuk dialihkan.

. Pemetaan Penerima Pengetahuan

Mengidentifikasi siapa yang membutuhkan pengetahuan tersebut, baik di
dalam maupun di luar organisasi. Ini termasuk unit kerja lain, individu,
atau bahkan instansi pemerintah lain yang dapat memanfaatkan
pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kinerja mereka.

. Menentukan Metode Alih Pengetahuan

Memilih metode dan alat yang paling efektif untuk alih pengetahuan,
berdasarkan jenis pengetahuan dan kebutuhan penerima. Metode ini bisa
berupa pelatihan, mentoring, lokakarya, dokumentasi, sistem manajemen
pengetahuan, webinar, atau penggunaan platform kolaborasi.

. Pelaksanaan Alih Pengetahuan

Melakukan kegiatan alih pengetahuan sesuai dengan rencana yang telah
disusun. Ini bisa melibatkan sesi pelatihan formal, sesi brainstorming,
diskusi kelompok, atau pembuatan dan distribusi materi pembelajaran
seperti panduan, manual, dan video tutorial.

. Memfasilitasi Komunikasi dan Kolaborasi

Mendorong komunikasi dua arah dan kolaborasi antara pengirim dan
penerima pengetahuan untuk memastikan bahwa pengetahuan dialihkan
secara efektif dan dapat diterapkan dengan benar.

. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses alih pengetahuan
untuk menilai efektivitasnya, mengidentifikasi hambatan, dan
menentukan apakah tujuan alih pengetahuan telah tercapai. Ini
termasuk pengumpulan feedback dari penerima pengetahuan.

. Pengukuran Dampak

Mengukur dampak alih pengetahuan terhadap peningkatan kinerja,
efektivitas kebijakan, dan kualitas layanan. Pengukuran ini dapat
dilakukan melalui indikator kinerja, survei kepuasan, atau studi kasus.

. Penyesuaian dan Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran dampak, melakukan
penyesuaian pada proses alih pengetahuan. Ini mungkin melibatkan
perubahan pada metode, peningkatan materi alih pengetahuan, atau
pelatihan tambahan untuk memastikan bahwa pengetahuan dapat
diterapkan secara efektif.
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9. Pendokumentasian dan Pembagian Pelajaran yang Dipelajari
Mendokumentasikan pelajaran yang dipelajari selama proses alih
pengetahuan dan membagikannya ke seluruh organisasi. Ini membantu
dalam memperbaiki proses alih pengetahuan di masa depan dan
mendorong budaya pembelajaran organisasi.

Melalui tahapan-tahapan ini, instansi pemerintah dapat memastikan bahwa
pengetahuan yang berharga dapat dialihkan secara efektif antar individu, unit,
dan organisasi, memperkuat kapasitas institusional, dan meningkatkan
layanan kepada masyarakat. Alih pengetahuan yang berhasil memerlukan
perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, dan komitmen dari
semua pihak yang terlibat.
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‘BAB VI
STRUKTUR MANAJEMEN PENGETAHUAN

Struktur Manajemen Pengetahuan, meliputi:

a) Kebijakan / Regulasi
b) Sumberdaya (SDM / Anggaran)
c) Infrastruktur TI

6.1. Kebijakan/ Regulasi
6.1.1. Kebijjakan Siklus Manajemen Pengetahuan

a. Kebijakan Perencanaan Manajemen Pengetahuan
Pada tahap perencanaan manajemen pengetahuan, kebijakan yang diperlukan
berfungsi sebagai fondasi untuk membangun, mengimplementasikan, dan
memelihara praktik manajemen pengetahuan yang efektif dalam organisasi.
Kebijakan ini membantu memastikan bahwa inisiatif manajemen pengetahuan
selaras dengan tujuan strategis organisasi dan menyediakan kerangka kerja

untuk pengelolaan aset pengetahuan secara sistematis.

b. Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan
Pada tahap pelaksanaan manajemen pengetahuan, kebijakan yang diperlukan
bertujuan untuk memastikan bahwa strategi dan rencana manajemen
pengetahuan diimplementasikan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Kebijakan ini membantu dalam mengarahkan aktivitas, mengalokasikan

sumber daya, memastikan keterlibatan karyawan, dan mengevaluasi kemajuan.

c. Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Pengetahuan
Dalam penerapan manajemen pengetahuan di instansi pemerintah, kebijakan
pemantauan dan evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa inisiatif dan
aktivitas manajemen pengetahuan berkontribusi secara efektif terhadap
pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan layanan publik. Kebijakan ini
membantu dalam mengukur kemajuan, mengidentifikasi area perbaikan, dan

menjamin bahwa sumber daya digunakan secara efisien.

d. Kebijakan Perbaikan Manajemen Perubahan
Kebijakan perbaikan dalam penerapan manajemen pengetahuan di instansi
pemerintah adalah serangkaian pedoman dan prosedur‘ yang dirancang untuk

secara sistematis mengidentifikasi, menganalisis, dan mengimplementasikan
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perbaikan terhadap praktik manajemen pengetahuan. Kebijakan ini
memastikan bahwa proses manajemen pengetahuan terus berkembang dan
beradaptasi dengan perubahan kebutuhan organisasi, teknologi, dan

lingkungan eksternal.

6.1.2. Kebijakan Proses Manajemen Pengetahuan

Komite manajemen pengetahuan menetapkan kebijakan internal sesuai dengan
kebutuhan Pemerintah Kota Blitar. Kebijakan internal meliputi:

pengembangan dan pemeliharaan pengetahuan terkait SPBE;
penetapan organisasi pelaksana manajemen pengetahuan SPBE;
penetapan personil pelaksana manajemen pengetahuan SPBE; dan
pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat:

1. arah kebijakan internal,
tujuan penerapan,;
pihak-pihak yang berkepentingan;
strategi pelaksanaan; dan
sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen
pengetahuan SPBE.

oo

ULl

6.2. Sumber Daya (SDM/ Anggaran)
6.2.1. Sumber Daya Manusia

Struktur manajemen pengetahuan adalah susunan organisasional dan
sistematis dari sumber daya, proses, teknologi, dan kebijakan yang diperlukan
untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan
pengetahuan dalam sebuah organisasi. Pembentukan struktur pengelola
manajemen pengetahuan SPBE terintegrasi dengan tim koordinasi SPBE
Pemerintah Kota Blitar.

Struktur manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:
1. Komite Pengarah Manajemen Pengetahuan SPBE

Komite Pengarah Manajemen Pengetahuan SPBE pimpinan yang
mempunyai tugas untuk:

¢ menetapkan kebijakan penerapan manajemen pengetahuan SPBE;

¢ memberikan arahan dalam penerapan manajemen pengetahuan SPBE;
dan

e mengawasi pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE.

Komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE terintegrasi dalam tim

koordinator SPBE Pemerintah Kota Blitar. Koordinator SPBE di

Pemerintah Kota Blitar dijabat oleh sekretaris daerah.
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2. Pelaksana Manajemen Pengetahuan SPBE.
Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE mempunyai tugas untuk:

a. melakukan koordinasi dalam perencanaan dan evaluasi manajemen
pengetahuan SPBE dengan: ‘
i. menyiapkan instrumen kebijakan yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE paling sedikit
berupa:
e pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE;
e rencana kerja manajemen pengetahuan SPBE; dan
e prosedur kerja yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE,;
ii. melakukan koordinasi dalam melakukan pengukuran,
pemantauan, dan evaluasi manajemen pengetahuan; dan
iii. melakukan koordinasi dalam melakukan pelatihan yang
diperlukan dalam implementasi manajemen pengetahuan
SPBE

b. melakukan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi SPBE di
lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk:

e menganalisis kesesuaian konten pengetahuan SPBE yang
dikumpulkan;

e mendorong interaksi dan komunikasi antara pemilik dan pengguna
pengetahuan SPBE, di dalam instansi atau antar instansi; dan

¢ membentuk komunitas praktisi SPBE.

c. melakukan koordinasi dalam penyediaan fasilitas teknologi
manajemen pengetahuan SPBE untuk:

e memastikan tersedianya layanan aplikasi sistem manajemen
pengetahuan SPBE;

e melakukan pengelolaan teknis terhadap alat bantu sistem
manajemen pengetahuan SPBE; dan

e mengoordinasikan dengan pengelola teknis sistem manajemen
pengetahuan SPBE di tingkat propinsi atau nasional.

Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE dapat membentuk kelompok
komunitas praktisi SPBE sesuai dengan ruang lingkup pengetahuan
SPBE yang dibangun. Kelompok komunitas praktisi SPBE memiliki
karakteristik:

e kelompok individu yang memiliki minat, kebutuhan, dan
penugasan untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan
pengetahuan di suatu lingkup atau bidang SPBE tertentu;

e saling berbagi pengetahuan mengenai topik tertentu sesuai lingkup
atau bidang SPBE yang dibangun;

e memiliki pengelola komunitas dan anggota komunitas sebagai
partisipan yang didukung oleh pakar atau ahli di bidang tertentu;
dan

e memiliki tujuan dan rencana aktivitas dengan target yang terukur.
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Struktur manajemen pengetahuan SPBE dapat berupa kelompok kerja yang
menjalankan tugas tambahan atau melekat pada tugas dan fungsi suatu unit
kerja tertentu dan/atau beberapa unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah
Kota Blitar.

6.2.2. Anggaran

Penerapan manajemen pengetahuan di Pemerintah Kota Blitar memerlukan
perencanaan anggaran yang komprehensif untuk menutupi berbagai aspek
proyek. Anggaran ini harus mencakup biaya untuk teknologi, sumber daya
manusia, pelatihan, dan kegiatan lain yang mendukung implementasi dan
pengelolaan sistem manajemen pengetahuan. Berikut adalah beberapa

komponen anggaran yang perlu dipertimbangkan:

1. Biaya Teknologi dan Infrastruktur:
Ini mencakup pembelian atau penyewaan perangkat lunak manajemen

pengetahuan, server, dan perangkat keras lain yang diperlukan untuk
mendukung sistem. Biaya ini juga bisa mencakup pengembangan atau
kustomisasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan spesifik

instansi.

2. Biaya Pengembangan dan Implementasi:
Anggaran ini mencakup biaya yang terkait dengan desain,

pengembangan, dan penerapan sistem manajemen pengetahuan,
termasuk integrasi dengan sistem IT yang sudah ada. Ini juga mencakup

biaya untuk pengujian sistem sebelum diluncurkan secara luas.

3. Biaya Sumber Daya Manusia:
Ini mencakup gaji dan biaya lain untuk staf yang bekerja langsung pada

proyek manajemen pengetahuan, termasuk spesialis manajemen
pengetahuan, analis data, pengelola konten, dan dukungan IT. Biaya ini
juga dapat mencakup biaya konsultan eksternal atau pakar yang

dibutuhkan untuk tahapan tertentu proyek.

4. Biaya Pelatihan:
Anggaran ini diperlukan untuk pelatihan staf dan pengguna sistem

manajemen pengetahuan. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa
semua pengguna memiliki pemahaman yang baik tentang cara

menggunakan sistem dengan efektif.
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5. Biaya Pemeliharaan dan Dukungan:
Setelah sistem manajemen pengetahuan diimplementasikan, akan ada

biaya berkelanjutan untuk pemeliharaan, dukungan teknis, dan
pembaruan perangkat lunak. Ini termasuk biaya untuk memastikan

sistem tetap aman dan berjalan dengan lancar.

6. Biaya Manajemen Proyek:
Ini mencakup biaya yang terkait dengan manajemen dan administrasi

proyek manajemen pengetahuan, termasuk perencanaan, pemantauan,

dan pelaporan.

7. Biaya Kegiatan Komunikasi dan Pemasaran:
Untuk mempromosikan penggunaan dan penerimaan sistem manajemen

pengetahuan di dalam instansi, mungkin diperlukan kampanye
komunikasi dan pemasaran. Ini bisa mencakup biaya untuk bahan cetak,

acara peluncuran, dan kegiatan promosi lainnya.

8. Biaya Kontingensi:
Sebagai bagian dari perencanaan anggaran yang baik, penting untuk

menyisihkan dana untuk biaya tak terduga atau risiko yang mungkin

timbul selama implementasi sistem manajemen pengetahuan.

Pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien membutuhkan pemahaman
yang baik tentang kebutuhan proyek dan kemampuan untuk menyesuaikan
rencana anggaran dengan kondisi yang berubah. Pemerintah Kota Blitar harus
melakukan perencanaan yang teliti dan berkolaborasi dengan semua pihak
terkait untuk memastikan bahwa semua aspek penerapan manajemen

pengetahuan didukung dengan sumber daya yang adekuat.

6.3. Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran
penting dalam penerapan manajemen pengetahuan di instansi pemerintah.
Infrastruktur ini mendukung pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan
distribusi pengetahuan. Berikut adalah komponen utama infrastruktur TIK

yang diperlukan:
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. Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System, KMS):
Ini adalah perangkat lunak inti yang memfasilitasi pengumpulan,

penyimpanan, pencarian, dan berbagi pengetahuan dalam organisasi.
KMS harus mendukung kolaborasi, manajemen dokumen, dan memiliki
fitur pencarian canggih untuk memudahkan pengguna menemukan
informasi yang mereka butuhkan.

. Jaringan Komunikasi Data:
Infrastruktur jaringan yang kuat dan aman diperlukan untuk mendukung

pertukaran data dan informasi. Ini termasuk LAN (Local Area Network),
WAN (Wide Area Network), dan konektivitas internet yang stabil dan cepat
untuk mendukung akses jarak jauh dan kolaborasi online.

. Server dan Peralatan Penyimpanan Data:
Server yang kuat diperlukan untuk menjalankan KMS dan aplikasi

pendukung lainnya, sementara solusi penyimpanan data seperti SAN
(Storage Area Network) atau NAS (Network Attached Storage) diperlukan -
untuk menyimpan dokumen, database, dan data lainnya dengan aman.

. Perangkat Keamanan Siber:
Untuk melindungi data dan informasi dari ancaman keamanan siber,

infrastruktur seperti firewall, sistem deteksi dan pencegahan intrusi
(IDS/IPS), dan solusi antivirus diperlukan. Keamanan data juga harus

mencakup enkripsi data dan manajemen akses yang ketat.

. Platform Kolaborasi dan Komunikasi:

Alat seperti email, sistem konferensi video, aplikasi pesan instan, dan
platform kolaborasi (seperti Microsoft Teams atau Slack) sangat penting
untuk memfasilitasi komunikasi dan kerja sama tim dalam real-time.

. Alat Pengembangan dan Integrasi:
Alat pengembangan perangkat lunak dan middleware diperlukan untuk

mengembangkan, menyesuaikan, dan mengintegrasikan berbagai sistem
dan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik instansi.

. Sistem Manajemen Database (Database Management System, DBMS):
DBMS mendukung pengelolaan database yang menyimpan data

terstruktur, seperti profil pengguna, catatan pengetahuan, dan metadata.
Ini memungkinkan penggunaan dan analisis data yang efisien.

. Perangkat Akhir (End-User Devices):
Komputer desktop, laptop, tablet, dan smartphone memungkinkan akses

ke sistem dan aplikasi manajemen pengetahuan. Perangkat ini harus
didukung oleh sistem operasi yang aman dan terkini, serta aplikasi yang

diperlukan untuk akses dan kolaborasi.
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9. Sistem Backup dan Pemulihan Bencana (Disaster Recovery):
Solusi backup dan pemulihan bencana diperlukan untuk memastikan

kelangsungan operasional dan integritas data dalam kasus kegagalan

sistem atau insiden keamanan.

Penerapan infrastruktur TIK yang efektif untuk manajemen pengetahuan
membutuhkan perencanaan yang cermat, investasi dalam teknologi yang tepat,
dan manajemen yang berkelanjutan. Instansi pemerintah harus
mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka, sumber daya yang tersedia,
dan tujuan strategis manajemen pengetahuan untuk memilih dan

mengimplementasikan infrastruktur TIK yang paling sesuai.
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BAB VII
STRATEGI DAN SKALA PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

Strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas tahapan:

a. penyiapan pengelolaan;

b. perencanaan;

c. pelaksanaan; dan

d. pemantauan dan evaluasi.

7.1. Penyiapan Pengelolaan

Penyiapan pengelolaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan
SPBE dilakukan dengan:

a. pembentukan struktur manajemen pengetahuan SPBE;
b. penyiapan sumber daya; dan
c. penetapan kebijakan internal.

7.1.1. Pembentukan Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE

Struktur manajemen pengetahuan adalah susunan organisasional dan
sistematis dari sumber daya, proses, teknologi, dan kebijakan yang diperlukan
untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan
pengetahuan dalam sebuah organisasi. Pembentukan struktur pengelola
manajemen pengetahuan SPBE terintegrasi dengan tim koordinasi SPBE
Pemerintah Kota Blitar.

Struktur manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:
1. Komite Pengarah Manajemen Pengetahuan SPBE

Komite Pengarah Manajemen Pengetahuan SPBE pimpinan yang
mempunyai tugas untuk:

e menetapkan kebijakan penerapan manajemen pengetahuan SPBE;

e memberikan arahan dalam penerapan i’nanaj emen pengetahuan SPBE;
dan

e mengawasi pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE.

Komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE terintegrasi dalam tim

koordinator SPBE Pemerintah Kota Blitar. Koordinator SPBE di

Pemerintah Kota Blitar dijabat oleh sekretaris daerah.

2. Pelaksana Manajemen Pengetahuan SPBE.
Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE mempunyai tugas untuk:

a. melakukan koordinasi dalam perencanaan dan evaluasi manajemen
pengetahuan SPBE dengan:

i. menyiapkan instrumen kebijakan yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE paling sedikit
berupa:

¢ pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE;
e rencana kerja manajemen pengetahuan SPBE; dan
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e prosedur Kkerja yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE;
ii. melakukan koordinasi dalam melakukan pengukuran,
pemantauan, dan evaluasi manajemen pengetahuan; dan
iii. melakukan koordinasi dalam melakukan pelatihan yang

diperlukan dalam implementasi manajemen pengetahuan
SPBE

b. melakukan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi SPBE di
lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk:

e menganalisis kesesuaian konten pengetahuan SPBE yang
dikumpulkan;

* mendorong interaksi dan komunikasi antara pemilik dan pengguna
pengetahuan SPBE, di dalam instansi atau antar instansi; dan

e membentuk komunitas praktisi SPBE.

c. melakukan koordinasi dalam penyediaan fasilitas teknologi
manajemen pengetahuan SPBE untuk:

e memastikan tersedianya layanan aplikasi sistem manajemen
pengetahuan SPBE;

e melakukan pengelolaan teknis terhadap alat bantu sistem
manajemen pengetahuan SPBE; dan

e mengoordinasikan dengan pengelola teknis sistem manajemen
pengetahuan SPBE di tingkat propinsi atau nasional.

Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE dapat membentuk kelompok
komunitas praktisi SPBE sesuai dengan ruang lingkup pengetahuan
SPBE yang dibangun. Kelompok komunitas praktisi SPBE memiliki
karakteristik:

o kelompok individu yang memiliki minat, kebutuhan, dan
penugasan untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan
pengetahuan di suatu lingkup atau bidang SPBE tertentu;

e saling berbagi pengetahuan mengenai topik tertentu sesuai lingkup
atau bidang SPBE yang dibangun;

e memiliki pengelola komunitas dan anggota komunitas sebagai
partisipan yang didukung oleh pakar atau ahli di bidang tertentu;
dan :

e memiliki tujuan dan rencana aktivitas dengan target yang terukur.

Struktur manajemen pengetahuan SPBE dapat berupa kelompok kerja yang
menjalankan tugas tambahan atau melekat pada tugas dan fungsi suatu unit
kerja tertentu dan/atau beberapa unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah
Kota Blitar.

7.1.2. Penyiapan Sumber Daya

Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE menyiapkan rencana
kebutuhan, ketersediaan, dan alokasi sumber daya dalam mendukung
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pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE. Pimpinan masing-masing
perangkat daerah mempunyai tugas mengarahkan dan memfasilitasi
ketersediaan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk keberhasilan
pencapaian manajemen pengetahuan SPBE sesuai dengan prioritas di masing-
masing perangkat daerah. Sumber daya terdiri atas:

a. sumber daya manusia;

b. sarana dan prasarana; dan

c. anggaran.

7.1.2.1. Penyiapan Sumber Daya Manusia

Perangkat Daerah melakukan identifikasi kompetensi dan keterampilan
kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(3) huruf a untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan SPBE di
setiap perangkat daerah. Kebutuhan sumber daya manusia meliputi:

a. Kepala Pengelola Pengetahuan
Kepala Pengelola Pengetahuan yang merupakan seorang yang
memiliki visi serta memiliki kemampuan untuk memahami dan
menguasai dunia digital yang diperlukan dalam memberikan arahan
strategis dan mendorong inisiatif pelaksanaan manajemen
pengetahuan SPBE;

b. Manajer Pengetahuan
Manajer pengetahuan yang merupakan seorang dengan kemampuan
dan pemahaman tentang strategi implementasi manajemen
pengetahuan yang diperlukan untuk merintis, menginisiasi, dan
mengawasi kegiatan manajemen pengetahuan SPBE;

c. Analis Pengetahuan :
Analis pengetahuan yang merupakan seorang dengan kemampuan
untuk: v
1. menganalisis kebutuhan dan mengetahui lokasi pengetahuan;
2. melakukan kodifikasi pengetahuan; dan
3. mengelola bentuk, representasi pengetahuan, dan menjaga
kemutakhirannya;

d. Teknisi Sistem Pengetahuan
Teknisi Sistem Pengetahuan yang merupakan seorang yang memiliki
kemampuan dalam menyediakan dan mengelola solusi aplikasi
pendukung penerapan manajemen pengetahuan SPBE; dan

e. Penggiat Pengetahuan
Penggiat Pengetahuan yang merupakan seorang dengan wawasan dan
pengetahuan yang luas serta menjadi teladan untuk mendorong
keterlibatan seluruh pekerja dalam membangun basis pengetahuan
dan bagi pakai pengetahuan.

Kepala pengelola pengetahuan dapat diperankan oleh koordinator SPBE
atau ketua komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE.
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Analis pengetahuan, teknisi sistem pengetahuan, dan penggiat
pengetahuan merupakan bagian dari pelaksana manajemen pengetahuan
SPBE.

7.1.2.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung
proses manajemen pengetahuan SPBE memenuhi prinsip-prinsip SPBE
antara lain mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka dan

interoperabilitas antar sistem.

7.1.2.3. Penyediaan Anggaran

Alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam implementasi manajemen
pengetahuan SPBE dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan mengutamakan efektivitas, keterpaduan, dan efisiensi.

7.1.3. Penetapan Kebijakan Internal

Komite manajemen pengetahuan menetapkan kebijakan internal sesuai
dengan kebutuhan Pemerintah Kota Blitar. Kebijakan internal meliputi:

a. pengembangan dan pemeliharaan pengetahuan terkait

SPBE;

b. penetapan organisasi pelaksana manajemen pengetahuan
SPBE;

c. penetapan personil pelaksana manajemen pengetahuan
SPBE; dan

d. pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE yang
memuat:
i. arah kebijakan internal;
ii. tujuan penerapan,;
iii. pihak-pihak yang berkepentingan,;
iv. strategi pelaksanaan; dan
v. sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan

manajemen pengetahuan SPBE.

7.2. Perencanaan

Perencanaan dalam strategi implementasi manajemen
pengetahuan SPBE merupakan bagian dalam perencanaan SPBE di lingkungan
Pemerintah Kota Blitar. Perencanaan dalam strategi implementasi manajemen

pengetahuan SPBE terdiri atas:
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a. penentuan ruang lingkup pengetahuan SPBE; dan
b. identifikasi pengetahuan SPBE.

7.2.1. Penentuan Ruang Lingkup Pengetahuan SPBE

Penentuan ruang lingkup pengetahuan SPBE dilakukan dengan
mengelompokkan seluruh aspek SPBE sesuai muatan dalam peta rencana
SPBE yang meliputi:

a. tata kelola SPBE;

manajemen SPBE;

layanan SPBE;

infrastruktur;

aplikasi;

keamanan informasi; dan

audit teknologi informasi komunikasi.

O N

Ruang lingkup pengetahuan SPBE dievaluasi sesuai perkembangan SPBE

dan penerapan manajemen pengetahuan SPBE.

7.2.2. Identifikasi Pengetahuan SPBE

Identifikasi pengetahuan SPBE dilakukan dengan:

a. mengidentifikasi pengetahuan yang telah dimiliki atau belum dimiliki
dan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk menunjang
pemanfaatan dan pencapaian tujuan SPBE; dan

b. menentukan pengetahuan SPBE yang bersifat kritikal atau sangat
dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Blitar dan melakukan prioritas dalam
upaya pengelolaannya.

Contoh identifikasi pengetahuan SPBE tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Manajemen

Pengetahuan ini.

7.3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE
dilakukan dengan proses:

pengumpulan,;

pengolahan;

penyimpanan,;

penggunaan; dan

alih pengetahuan dan teknologi.

°po o




- 45 -

7.3.1. Pengumpulan Pengetahuan

Pengumpulan dilakukan dengan menyimpan pengetahuan SPBE dalam
basis data pengetahuan SPBE secara terpusat. Pengumpulan dilakukan dengan
cara:

a. Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara formal
Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara formal
terintegrasi dalam proses pencatatan atau dokumentasi dalam
pengoperasian, pelayanan, dan pengembangan SPBE meliputi:
¢ pencatatan penanganan insiden atau permasalahan sistem oleh
petugas pelayanan SPBE;

e dokumentasi pengembangan sistem; atau

e dokumentasi hasil rapat yang menghasilkan keputusan pemecahan
masalah.

b. Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara informal.
Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara informal dilakukan
melalui diskusi, konsultasi, atau tanya jawab permasalahan dengan
praktisi atau pakar terkait.

Pengetahuan SPBE dalam bentuk tidak berwujud, implisit, atau masih berupa
data dan informasi atau pemahaman yang tidak terstruktur atau belum
didefinisikan dalam bahasa formal yang terkumpul dari proses pengumpulan
pengetahuan SPBE diubah menjadi pengetahuan SBPE dalam bentuk berwujud
dan eksplisit. Pengetahuan SPBE dicatat, diartikulasi, dan direpresentasikan
dengan baik agar dapat diserap dan digunakan kembali.

7.3.2. Pengolahan Pengetahuan

Pengolahan dilakukan terhadap pengetahuan lama yang telah ada, diolah,
dimodifikasi, atau dibentuk menjadi pengetahuan baru untuk mendukung
pengambilan keputusan dan melakukan tindakan dalam SPBE. Pengolahan
untuk pengetahuan SPBE eksplisit yang dikumpulkan dalam basis
pengetahuan dilakukan kodifikasi, disusun, dan dilengkapi dengan metadata
pengetahuan SPBE untuk memudahkan pencarian dan penggunaannya
kembali. Contoh metadata pengetahuan SPBE digunakan untuk membangun
basis data pengetahuan SPBE tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Manajemen Pengetahuan ini.

7.3.3. Penyimpanan Pengetahuan

Penyimpanan dilakukan secara terpusat dengan memanfaatkan teknologi
komputasi awan untuk memudahkan penyediaan layanan berbagi pakai.
Penyimpanan dibuat sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, fungsi
penyimpanan, ketepatan, dan kecepatan pencarian dan pengaksesan
pengetahuan SPBE.
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7.3.4. Penggunaan Pengetahuan

Penggunaan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan dan

penggunaan layanan SPBE dan pengambilan keputusan terkait SPBE.

7.3.5. Alih Pengetahuan dan Teknologi

Alih pengetahuan dan teknologi merupakan proses pemindahan pengetahuan .
dan tata cara terkait SPBE dari 1 (satu) orang atau sekelompok orang ke orang
atau kelompok orang lainnya untuk memastikan pengetahuan dan teknologi
dapat diserap atau dipahami oleh penerimanya yang digunakan untuk

mengambil keputusan atau melakukan tindakan.

7.4. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dalam strategi implementasi manajemen
pengetahuan SPBE dilakukan untuk mengukur:

a. tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE; dan
b. efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE.

7..4.1. Pengukuran Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan
SPBE

Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE diukur
berdasarkan kriteria:

a. tingkat 1 dengan kategori rintisan;

tingkat 2 dengan kategori terkelola;

tingkat 3 dengan kategori terdefinisi;

tingkat 4 dengan kategori terpadu dan terukur; dan
tingkat 5 dengan kategori optimum.

o oo o

Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE diukur
berdasarkan aspek tata kelola meliputi:

budaya,;

kepemimpinan;

kebijakan internal yang jelas dan kondusif;

struktur pengelolaan yang optimal;

penyelenggaraan proses manajemen pengetahuan SPBE yang efektif,
efisien, dan berkesinambungan; dan

f.  dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai.

Pengukuran tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan
SPBE menjadi acuan untuk mendukung perencanaan dan perbaikan
penerapan manajemen pengetahuan SPBE selanjutnya. Tingkat kematangan
penerapan manajemen pengetahuan SPBE tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Manajemen Pengetahuan
ini.

°opo o
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Tingkat Kematangan 1 - RINTISAN

Manajemen pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan.
Kondisi : Manajemen pengetahuan SPBE diterapkan tanpa
perencanaan

Penjelasan :

Manajemen pengetahuan SPBE telah dilaksanakan oleh suatu atau
sebagian unit kerja yang memiliki kapasitas yang cukup untuk
mengimplementasikannya. Implementasi manajemen pengetahuan
SPBE berawal dari kebutuhan sesaat atau kebutuhan pengetahuan
SPBE baru disadari di unit-unit kerja tertentu.

Penerapan manajemen pengetahuan sangat bergantung pada inisiatif,
kapasitas, atau kompetensi individu-individu kunci. Di mana
pengetahuan dikelola secara terbatas, misalnya dengan sebatas
pengumpulan dan penyimpanan dokumen atau laporan hasil kerja
serta penggunaan atau bagi pakai pengetahuan secara minimal.
Belum ada perencanaan proses manajemen pengetahuan secara
terstruktur, atau masih bersifat minimal atau berlaku di tingkat unit
kerja, dan belum terkoordinasi di tingkat yang lebih tinggi di instansi.
Pengetahuan yang bersifat kritis belum teridentifikasi.

Pengelolaan pengetahuan dilakukan secara responsif, sporadis atau
terpisah sendiri-sendiri, serta tanpa mekanisme atau penugasan yang
jelas dan formal. Fasilitas teknologi yang disediakan untuk mengelola
pengetahuan belum ada atau masih sangat sedikit.

Tingkat Kematangan 2 - TERKELOLA

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan
perencanaan

Kondisi : Manajemen pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa
pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan:

Pimpinan institusi telah menyadari pentingnya manajemen
pengetahuan SPBE dan telah memiliki visi serta strategi manajemen
pengetahuan SPBE yang telah dikomunikasikan dan mulai
diimplementasikan.

Perencanaan manajemen pengetahuan SPBE telah dilakukan di
tingkat instansi dan telah masuk dalam rencana strategis dan dalam
peta rencana SPBE di tingkat instansi.

Kebijakan penerapan serta pedoman pelaksanaan manajemen
pengetahuan telah dibuat, namun belum sesuai dengan pedoman
manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional.

Struktur pengelola pengetahuan SPBE telah dibentuk secara formal,
namun mekanisme pengelolaan pengetahuan SPBE belum terstandar.
Pemahaman tentang manajemen pengetahuan SPBE masih terbatas,
yang menyebabkan pelaksanaan belum efektif dan belum menyeluruh.
Telah muncul individu-individu di tingkat manajerial menengah yang
dapat mendorong implementasi manajemen pengetahuan SPBE di
tingkat instansi.

Identifikasi serta lingkup pengetahuan SPBE yang dikelola masih
sebagian kecil dari kebutuhan instansi. Pemanfaatan teknologi untuk
mendukung manajemen pengetahuan SPBE telah direncanakan,
namun implementasinya masih sangat terbatas.
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Pengelolaan pengetahuan SPBE masih berfokus ke salah satu atau
beberapa proses saja, misalnya proses pengumpulan, penyimpanan,
atau penggunaan saja.

Instansi telah memiliki daftar kompetensi inti yang diperlukan dalam
menunjang manajemen pengetahuan SPBE, namun pengembangannya
masih belum dilaksanakan atau dilaksanakan secara terbatas.

Tingkat Kematangan 3 - TERDEFINISI

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi manajemen pengetahuan SPBE
dilaksanakan dengan:

Mengacu pada pedoman di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan
manajemen pengetahuan SPBE diterapkan dengan menggunakan
sistem aplikasi manajemen pengetahuan

Penjelasan:

Pimpinan tertinggi mendorong penerapan manajemen pengetahuan
SPBE. Semakin banyak individu di tingkat manajerial menengah ke
atas yang berperan aktif mendorong kolaborasi dalam implementasi
manajemen pengetahuan SPBE.

Proses identifikasi pengetahuan SPBE telah dilaksanakan dengan lebih
luas, yang mencakup baik identifikasi pengetahuan yang dibutuhkan,
maupun identifikasi pemilik serta lokasi pengetahuan SPBE tersebut.
Telah tersedia pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan yang
disusun sesuai dengan pedoman manajemen pengetahuan SPBE di
tingkat nasional, di mana struktur pengelola serta penugasan
dijabarkan dengan jelas. Tata laksana manajemen pengetahuan SPBE
di instansi telah tersusun, terformalisasi, dan terkomunikasikan
dengan baik.

Manajemen pengetahuan SPBE telah terlaksana di seluruh unit kerja
di instansi pemerintah dan didukung oleh alat bantu sistem
manajemen pengetahuan SPBE untuk lingkup instansi.

1.4.1.17.4.1.4. Tingkat Kematangan 4 - TERPADU DAN TERUKUR

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi semua UK/PD telah menerapkan
manajemen pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi
manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu
dan evaluasi terhadap penerapan manajemen pengetahuan SPBE.

Penjelasan:

Komitmen pimpinan tertinggi ditunjukan melalui arahan kebijakan
dan dukungan yang kuat dengan pemberlakuan peraturan, struktur
pengelola, dan tata laksana manajemen pengetahuan SPBE secara
formal. Pimpinan menjadi role model dalam membangun budaya
belajar, berbagi, dan berkolaborasi dalam meningkatkan pengetahuan.
Manajemen pengetahuan SPBE telah dilaksanakan sesuai dengan
pedoman yang sesuai dengan pedoman manajemen pengetahuan SPBE
di tingkat nasional.

Aktivitas manajemen pengetahuan SPBE telah terlaksana di seluruh
unit kerja di instansi. Proses manajemen pengetahuan SPBE di
instansi didukung alat bantu aplikasi sistem manajemen pengetahuan
yang telah terintegrasi dengan sistem manajemen pengetahuan di
tingkat nasional.
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Pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di tingkat instansi
senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala serta dapat diukur
efektivitasnya.

Pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di instansi terbukti dapat
memberikan kontribusi dalam mendukung kualitas layanan SPBE
secara internal pemerintahan dan mendukung pengambilan keputusan
dalam pelaksanaan proses kerja di instansi.

7.4.1.5. Tingkat Kematangan 5 - OPTIMUM

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi
terhadap penerapan manajemen pengetahuan SPBE telah
ditindaklanjuti melalui perbaikan manajemen pengetahuan SPBE.

Penjelasan:

Pimpinan instansi terus mendorong peningkatan layanan SPBE dan
pengambilan keputusan yang berbasis pengetahuan.

Tata kelola dan proses manajemen pengetahuan SPBE telah
diimplementasikan secara menyeluruh, dengan dilaksanakan reviu
dan evaluasi secara berkala, kontinu dan berkesinambungan,
terstruktur, dan terukur.

Hasil evaluasi senantiasa ditindaklanjuti dengan proses perbaikan
secara berkesinambungan dan menjadi acuan dalam proses
perencanaan berikutnya. Instansi dapat mengidentifikasi kebutuhan
pengetahuan SPBE di masa datang dan menyusun strategi
pengelolaannya.

Struktur dan proses manajemen pengetahuan SPBE telah berjalan
dengan optimal dan terintegrasi dengan tata kelola dan proses
manajemen SPBE di tingkat instansi.

Budaya, kebiasaan, dan proses kerja yang berorientasi pada
peningkatan, bagi-pakai dan kolaborasi pembangunan pengetahuan
telah terbangun secara optimal.

7.4.2. Pengukuran Efektifitas Implementasi Manajemen Pengetahuan SPBE

Pengukuran efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE
dilakukan melalui pengukuran kuantitatif sebagai indikator aktivitas proses:
a. pencarian pengetahuan SPBE;
b. penciptaan pengetahuan SPBE; dan
c. berdiskusi dan berbagi pengalaman.

7.4.2.1. Pengukuran Aktivitas Pencarian Pengetahuan

Pengukuran aktivitas pencarian pengetahuan SPBE dilakukan untuk
memberikan gambaran tentang kebutuhan pengetahuan SPBE oleh pengguna,
berdasarkan:

a. jumlah permintaan pencarian pengetahuan SPBE; dan
b. pengetahuan SPBE yang paling banyak dicari atau diminta oleh
pengguna pengetahuan SPBE.
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7.4.2.2. Pengukuran Aktivitas Pencarian Pengetahuan

Pengukuran aktivitas penciptaan pengetahuan dilakukan untuk
memberikan gambaran tentang pengembangan basis pengetahuan SPBE di
Pemerintah Kota Blitar paling sedikit berdasarkan:

a. jumlah dan penambahan artikel atau representasi pengetahuan SPBE
baru yang terkumpul; dan

b. jumlah artikel atau representasi pengetahuan SPBE dari pakar atau
ahli bidang tertentu, termasuk pegawai yang mendekati masa
pensiun.

7.4.2.3. Pengukuran Aktivitas Berdiskusi dan Berbagi Pengalaman

Pengukuran aktivitas berdiskusi dan berbagi pengalaman dilakukan
untuk memberikan gambaran tentang efektivitas proses penciptaan
pengetahuan yang dibutuhkan secara kolektif meliputi:

a. jumlah pertanyaan atau permasalahan SPBE yang disampaikan

dalam diskusi;
b. jumlah jawaban, respon, atau komentar atas pertanyaan atau
permasalahan SPBE yang dibahas dalam diskusi;

c. jumlah individu yang mengajukan pertanyaan terkait

SPBE; dan

d. jumlah individu yang memberikan jawaban, respon, atau komentar
terhadap pertanyaan terkait SPBE.

Pengukuran efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE dapat
dikembangkan sesuai kebutuhan, kapasitas, kondisi penerapan, atau tingkat
kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE di lingkungan
Pemerintah Kota Blitar.

7.3. Tingkat Prioritas Penerapan Manajemen Pengetahuan

Tingkat prioritas penerapan manajemen pengetahuan dapat bervariasi
tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kebutuhan organisasi, sumber daya
yang tersedia, lingkungan eksternal, dan tujuan strategis. Namun, dalam
konteks umum, manajemen pengetahuan sering dianggap sebagai prioritas
tinggi karena beberapa alasan penting:

1. Peningkatan Efisiensi Operasional:
Manajemen pengetahuan membantu memastikan bahwa informasi yang
relevan dan pengetahuan dapat diakses dengan mudah oleh staf, yang
mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi dan
mempercepat proses pengambilan keputusan. Ini dapat secara signifikan
meningkatkan efisiensi operasional.

2. Peningkatan Kualitas Layanan Publik:
Dengan berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, instansi pemerintah
dapat meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan kepada
masyarakat. Manajemen pengetahuan memungkinkan pemerintah untuk
lebih responsif terhadap kebutuhan warga dan memberikan layanan yang
lebih efektif dan efisien.
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3. Penguatan Inovasi dan Pembelajaran Organisasi:
Melalui penerapan manajemen pengetahuan, instansi pemerintah dapat
menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pembelajaran
berkelanjutan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk beradaptasi
dengan perubahan lingkungan dan mengadopsi solusi baru untuk
tantangan yang dihadapi.

4. Pengelolaan Risiko dan Kontinuitas Operasional:
Manajemen pengetahuan memainkan peran penting dalam pengelolaan
risiko dan kontinuitas operasional dengan memastikan bahwa
pengetahuan kritis dan informasi tidak hilang dan dapat diakses selama
situasi darurat atau ketika terjadi pergantian staf.

5. Optimalisasi Sumber Daya:
Dengan memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada, instansi
pemerintah dapat menghindari duplikasi usaha dan memanfaatkan
sumber daya dengan lebih efektif. Ini mengarah pada penggunaan
anggaran yang lebih bijaksana dan peningkatan alokasi sumber daya.

6. Memperkuat Akuntabilitas dan Transparansi:
Manajemen pengetahuan dapat meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi dalam operasi pemerintah dengan memfasilitasi
dokumentasi dan berbagi informasi tentang keputusan, kebijakan, dan
prosedur.

7. Mendukung Kolaborasi Antar-lembaga:
Dalam banyak kasus, instansi pemerintah perlu bekerja sama dengan
lembaga lain, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Manajemen
pengetahuan mendukung kolaborasi ini dengan memudahkan berbagi
pengetahuan dan informasi.

Mengingat manfaat tersebut, tingkat prioritas penerapan manajemen
pengetahuan sering kali tinggi. Namun, tingkat prioritas ini juga harus sejalan
dengan kapasitas organisasi untuk mengimplementasikan perubahan dan
strategi jangka panjang organisasi tersebut. Seiring waktu, prioritas dapat
berubah seiring dengan berkembangnya teknologi, perubahan dalam kebijakan
publik, dan dinamika sosial ekonomi.
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BAB VIII
META DATA PENGETAHUAN

Metadata pengetahuan merupakan informasi yang mendeskripsikan,
menjelaskan, dan memudahkan pencarian, pengaksesan, dan pengelolaan
pengetahuan dalam sebuah sistem manajemen pengetahuan. Dalam konteks
instansi pemerintah, metadata pengetahuan yang efektif dapat membantu
memaksimalkan penggunaan dan pembagian informasi serta pengetahuan.
Berikut ini adalah elemen metadata pengetahuan yang penting untuk disimpan
dalam sistem manajemen pengetahuan:

Tabel 1 - Metadata Pengetahuan

NO. |METADATA KETERANGAN

1. Nomor ID | Nomor ID pengetahuan SPBE

2. Judul Judul atau title dari pengetahuan SPBE

<N Penulis Penulis atau author adalah nama penulis, penyusun,
atau pembuat pengetahuan SPBE

4, Instansi Instansi penyedia pengetahuan atau berupa instansi
dari penulis pada waktu membuat/menulis
pengetahuan

9. Deskripsi | Penjelasan secara naratif dari pengetahuan SPBE

6. Waktu Waktu penerbitan atau publikasi dari pengetahuan
SPBE

7. Format Bentuk atau media penyimpanan dari pengetahuan

SPBE, misalnya tulisan, gambar, audio, video

8. Lingkup Lingkup SPBE atau kategori adalah pengelompokan
pengetahuan SPBE sesuai aturan, kebijakan, atau
rencana yang disepakati, misalnya arsitektur SPBE,
pemantauan dan evaluasi SPBE, manajemen layanan
SPBE, manajemen pengetahuan SPBE, audit
teknologi informasi dan komunikasi dan sebagainya

9. Label Label atau tags (taggings) dari adalah frasa atau kata
kunci dari pengetahuan SPBE untuk memudahkan
pencarian kembali

10. | Kontributor| Kontributor atau nama pendukung yang memberikan
kontribusi pada penulis dalam menyusun
pengetahuan SPBE. Kontributor bisa berjumlah lebih
dari satu.

11. | Status Publikasi untuk umum (masyarakat) atau terbatas
Publikasi | untuk internal aparatur sipil negara dan pengguna
pengetahuan SPBE '

12. | URL Tautan lokasi pengetahuan SPBE
Penggunaan metadata pengetahuan yang terstruktur dengan baik ini tidak
hanya memfasilitasi pengelolaan pengetahuan yang lebih efisien tetapi juga
meningkatkan kemampuan pencarian dan aksesibilitas informasi dalam sistem
manajemen pengetahuan di instansi pemerintah. Ini penting untuk memastikan
bahwa pengetahuan yang relevan dapat dengan mudah diidentifikasi, diakses,
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dan digunakan oleh pihak yang membutuhkannya, mendukung pengambilan
keputusan yang lebih tepat dan kebijakan publik yang efektif.
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BAB IX
IDENTIFIKASI PENGETAHUAN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai identifikasi pengetahuan yang dapat
diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Identifikasi pengetahuan
dibedakan menjadi 2 klasifikasi utama:

a. Identifikasi Pengetahuan Untuk Mendukung Pelaksanaan SPBE
b. Identifikasi Pengetahuan Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok
dan Fungsi Perangkat Daerah

9.1. Identifikasi Pengetahuan Untuk Mendukung Pelaksanaan SPBE

Pada table 2 berikut ini diperlihatkan contoh berbagai pengetahuan yang dapat

dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan SPBE.

Tabel 2 - Identifikasi Pengetahuan Untuk Mendukung Pelaksanaan SPBE

KEBUTUHAN
PENGETAHUAN

SUMBER ORGANISASI

SUMBER INDIVIDU

1. Tata Kelola SPBE

a. Tata cara
penyusunan peta
rencana SPBE secara
terpadu

KemenPANRB;

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Statistik

Pejabat terkait,
Perencana

b. Tata cara
penyusunan dan
penetapan kebijakan
turunan, pedoman,
prosedur, atau SOP
SPBE

KemenPANRB;

Bagian Hukum;
Bagian Organisasi dan
Tata Laksana

Pejabat terkait,
Analis Kebijakan

c. Tata cara
penyusunan
arsitektur SPBE di
Pemerintah Daerah

KemenPANRB;

Bagian Organisasi dan -

Tata Laksana;
Dinas Komunikasi,
Informatika dan

Pejabat terkait,
Perencana, Perekayasa,
Pranata Komputer, dll

Statistik
d. Contoh pengalaman| KemenPANRB; Pejabat terkait,
atau praktik baik Bappenas; Perekayasa,

(best practices) dalam
tata kelola SPBE di
tingkat Instansi Pusat
dan

Pemerintah Daerah

Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Statistik

Pranata Komputer,
Administrator Jaringan,
dll
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KEBUTUHAN
PENGETAHUAN

SUMBER ORGANISASI

SUMBER INDIVIDU

2. Manajemen SPBE

a. Contoh penerapan
aspek-aspek
manajemen SPBE
secara efisien dan
terpadu

Tim Koordinasi SPBE
Nasional;

Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Statistik

Bagian Kepegawaian;
Inspektorat

Pejabat terkait, Pranata
Komputer, Auditor

b. Contoh penerapan
atau praktik baik
(best practices)
pengembangan
kompetensi sumber
daya manusia terkait
SPBE

KemenPANRB;
Bagian Kepegawaian

Pejabat terkait,
Analis Kepegawaian

3. Layanan SPBE

a. Cara penanganan
masalah yang timbul
dalam penyediaan

KemenKominfo;
Dinas Komunikasi,
Informatika dan

Pejabat terkait,
Administrator/Pengelola
Basis Data, Pengelola

atau penggunaan Statistik Aplikasi, Operator
layanan SPBE
b. Cara mengukur KemenKominfo; Pejabat terkait,

tingkat layanan SPBE

Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Statistik

Administrator/Pengelola
Basis Data, Pengelola
Aplikasi, Operator

4. Infrastruktur SPBE

a. Tahapan dalam

Dinas Komunikasi,

Pejabat terkait,

mengelola, Informatika dan Pengelola Jaringan
memelihara, Statistik

atau mengembangkan

infrastruktur jaringan

intra pemerintah

b. Tahapan dalam KemenKominfo; Pejabat terkait,

proses integrasi
perangkat SPBE

Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Statistik

Pengembang Aplikasi

5. Aplikasi SPBE

a. Cara menangani
masalah dalam
implementasi aplikasi
umum SPBE

KemenKominfo;
Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Statistik;

Bagian Pengelola Proses

Bisnis Terkait

Pejabat terkait,

| Operator Sistem




- 56 -

KEBUTUHAN
PENGETAHUAN SUMBER ORGANISASI SUMBER INDIVIDU
b. Tahapan KemenKominfo; Pejabat terkait,
perencanaan dan Dinas Komunikasi, Pranata Komputer
pengembangan Informatika dan

aplikasi khusus SPBE

Statistik

Bagian Pengelola Proses

Bisnis Terkait

6. Keamanan SPBE

a. Cara
mengidentifikasi
potensi kelemahan

BSSN;
Dinas Komunikasi,
Informatika dan

Pejabat terkait,
Pengelola Jaringan,
CSIRT

(vulnerability) Statistik
keamanan
SPBE
b. Cara mengatasi BSSN; Pejabat terkait,
permasalahan Dinas Komunikasi, Pengelola Jaringan,
keamanan Informatika dan CSIRT
informasi dalam Statistik
penerapan SPBE
7. Audit TIK SPBE
a. Tahapan dalam KemenKominfo; Pejabat terkait,
menyusun BRIN; Auditor
perencanaan dan Inspektorat/ Dinas
pelaksanaan audit TIK| Komunikasi,

Informatika dan

Statistik
b. Langkah-langkah | KemenKominfo; Pejabat terkait, Auditor
yang dilakukan dalam| BRIN;
menindaklanjuti hasil | Inspektorat/ Dinas
temuan audit TIK Komunikasi,

Informatika dan

Statistik

9.2. Identifikasi Pengetahuan Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian berikut ini diberikan berbagai contoh pengetahuan yang
dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
1. Pendidikan

e Tujuan: Mengatur sistem pendidikan, menetapkan kurikulum, standar
pengajaran, dan memastikan akses pendidikan untuk semua.

e Peran: Meningkatkan literasi, keterampilan, dan pengembangan
profesional masyarakat.
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. Kesehatan

Tujuan: Menyediakan layanan kesehatan publik, mengatur praktik
medis, dan menanggulangi masalah kesehatan masyarakat.

Peran: Menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui
pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan penyediaan layanan
kesehatan.

. Keuangan dan Pajak

Tujuan: Mengelola keuangan negara, termasuk pengumpulan pajak,
alokasi anggaran, dan pengelolaan utang.

Peran: Memastikan kestabilan ekonomi, distribusi sumber daya, dan
pembiayaan layanan publik. '

. Pertahanan dan Keamanan

Tujuan: Menjaga keamanan nasional dan melindungi warga negara dari
ancaman internal dan eksternal. ,

Peran: Meliputi militer, polisi, dan agen keamanan lainnya untuk menjaga
kedaulatan dan keamanan negara.

. Infrastruktur dan Transportasi

Tujuan: Mengembangkan dan memelihara infrastruktur vital seperti
jalan, jembatan, sistem transportasi umum, dan utilitas publik.

Peran: Memfasilitasi mobilitas masyarakat dan barang, serta mendukung
pertumbuhan ekonomi.

. Lingkungan Hidup

Tujuan: Melindungi lingkungan alam, mengelola sumber daya alam, dan
memastikan pembangunan berkelanjutan.

Peran: Mengatur penggunaan sumber daya, konservasi, dan upaya
mitigasi perubahan iklim.

. Perumahan dan Pengembangan Perkotaan

Tujuan: Menyediakan perumahan yang terjangkau dan mengatur
pengembangan perkotaan untuk memastikan kualitas hidup yang tinggi.
Peran: Mengelola perencanaan kota, pembangunan perumahan, dan
infrastruktur perkotaan.

. Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja

Tujuan: Mengatur pasar tenaga kerja, melindungi hak pekerja, dan
memfasilitasi penciptaan lapangan kerja.

Peran: Mengelola undang-undang ketenagakerjaan, keselamatan kerja,
dan program pengangguran.
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9. Kebudayaan, Olahraga, dan Rekreasi

Tujuan: Mempromosikan kebudayaan nasional, mendukung kegiatan
olahraga, dan menyediakan fasilitas rekreasi publik.
Peran: Menjaga warisan budaya, mendukung atlet dan event olahraga,
serta meningkatkan kualitas hidup melalui rekreasi.

10. Sosial dan Kesejahteraan

Tujuan: Memberikan jaring pengaman sosial untuk warga negara yang
membutuhkan, termasuk orang tua, penyandang disabilitas, dan
keluarga berpenghasilan rendah.

Peran: Mengelola bantuan sosial, pensiun, dan program kesejahteraan
lainnya.

11. Sektor Keuangan Publik dan Pengelolaan Aset

Deskripsi: Melibatkan pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan aset
pemerintah. Termasuk penyusunan anggaran, akuntansi, dan audit.
Sektor ini bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan sumber .
daya publik yang efisien dan akuntabel.

Tujuan: Meningkatkan transparansi keuangan, mengoptimalkan
penggunaan dana publik, dan memastikan stabilitas ekonomi.

12. Sektor Energi dan Sumber Daya Alam

Deskripsi: Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
dan energi, termasuk minyak dan gas, mineral, serta sumber daya
terbarukan. Sektor ini berfokus pada keberlanjutan, efisiensi energi,
dan keamanan energi.

Tujuan: Memastikan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan serta
pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

13. Sektor Pangan dan Pertanian

Deskripsi: Termasuk pengembangan pertanian, keamanan pangan, dan
nutrisi. Sektor ini berupaya meningkatkan produktivitas pertanian,
mengurangi kelaparan dan malnutrisi, serta mempromosikan pertanian
berkelanjutan.

Tujuan: Menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang cukup
bagi seluruh lapisan masyarakat.

14. Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi

Deskripsi: Meliputi pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam berbagai bidang pemerintahan dan masyarakat.
Fokus pada inovasi untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan
lingkungan.

Tujuan: Memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing
nasional, dan mengatasi tantangan sosial.
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15. Sektor Komunikasi dan Informatika

e Deskripsi: Mengatur infrastruktur dan layanan komunikasi dan
informatika, termasuk internet, telekomunikasi, dan media. Sektor ini
penting untuk memastikan akses informasi yang luas dan mendukung
kebebasan berekspresi.

e Tujuan: Memperkuat infrastruktur komunikasi dan informatika untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi dan partisipasi sosial.

Pada bagian berikut ini akan dibahas beberapa contoh pengetahuan yang dapat
diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar berdasarkan masing-masing

klasifikasi pengetahuan.

9.2.1. Pengetahuan Sektor Pendidikan

Dalam sektor pendidikan, penerapan manajemen pengetahuan oleh instansi
pemerintah dapat membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya
pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, inovasi dalam
pengajaran, dan kebijakan pendidikan yang efektif. Berikut ini adalah contoh
pengetahuan yang diperlukan dalam konteks tersebut:

1. Kurikulum dan Metodologi Pengajaran

e Inovasi Kurikulum: Pengetahuan tentang pengembangan dan’
implementasi kurikulum yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan
zaman.

e Metodologi Pengajaran Efektif: Teknik dan strategi pengajaran yang
terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa.

2. Teknologi Pendidikan

e Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran: Pengetahuan tentang alat dan
platform teknologi terbaru yang dapat meningkatkan pengalaman belajar
siswa.

e Pelatihan Teknologi untuk Guru: Best practices dalam pelatihan guru
untuk menggunakan teknologi pendidikan secara efektif.

3. Evaluasi dan Penilaian

e Sistem Penilaian Siswa: Pengetahuan tentang sistem penilaian yang adil
dan komprehensif untuk mengukur kemajuan siswa.

e Feedback dan Evaluasi untuk Guru: Metode untuk memberikan umpan
balik konstruktif kepada guru untuk pengembangan profesional.

4. Kebijakan Pendidikan

e Analisis Kebijakan Pendidikan: Studi dan analisis tentang kebijakan
pendidikan yang sukses dari berbagai yurisdiksi dan penerapannya dalam
konteks lokal.

e Reformasi Pendidikan: Pengetahuan tentang strategi dan implementasi
reformasi pendidikan wuntuk meningkatkan akses dan kualitas
pendidikan.
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5. Manajemen Sekolah

* Kepemimpinan Pendidikan: Prinsip dan praktik kepemimpinan yang
efektif untuk manajemen sekolah.

* Manajemen Sumber Daya: Strategi untuk manajemen sumber daya
pendidikan, termasuk keuangan, sarana prasarana, dan sumber daya
manusia.

6. Pendidikan Inklusif

e Strategi Pendidikan Inklusif: Pendekatan untuk memastikan pendidikan
yang inklusif dan dapat diakses oleh semua siswa, termasuk yang
memiliki kebutuhan khusus.

e Pelatihan Guru untuk Pendidikan Inklusif: Pengetahuan tentang
pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung guru
dalam mengajar siswa dengan kebutuhan khusus.

7. Pengembangan Profesional Guru

e Program Pengembangan Guru: Inisiatif dan program untuk
pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru.

e Komunitas Praktik: Pembentukan dan dukungan komunitas praktik di
antara guru untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.

8. Kesejahteraan Siswa dan Guru

e Program Kesejahteraan: Strategi dan program untuk mendukung
kesejahteraan psikologis dan fisik siswa dan guru.

e Intervensi Anti-Bullying: Pengetahuan tentang strategi efektif untuk
mencegah dan menanggapi kasus bullying di sekolah.

Penerapan manajemen pengetahuan dalam sektor pendidikan memungkinkan
instansi pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola, dan membagikan
pengetahuan penting ini secara efektif, mendukung kebijakan dan praktik yang
meningkatkan hasil pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk sukses di
masa depan.

9.2.2. Pengetahuan Sektor Kesehatan

Dalam sektor kesehatan, penerapan manajemen pengetahuan di instansi
pemerintah melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan pembagian informasi
serta pengetahuan yang dapat meningkatkan layanan kesehatan, kebijakan
kesehatan publik, dan penelitian kesehatan. Berikut ini adalah contoh

pengetahuan yang diperlukan:

1. Protokol dan Panduan Klinis Terbaru

o Deskripsi: Informasi tentang protokol klinis terbaru, panduan praktik
medis, dan standar perawatan untuk berbagai kondisi kesehatan.

e Tujuan: Meningkatkan kualitas perawatan pasien dan memastikan
bahwa praktik klinis selaras dengan bukti ilmiah terkini.




-61 -

. Data Epidemiologi dan Surveillance

« Deskripsi: Data tentang insiden, distribusi, dan kontrol penyakit dalam
populasi.

e Tujuan: Menginformasikan kebijakan kesehatan publik dan intervensi
untuk mencegah dan mengendalikan wabah penyakit.

. Inovasi dalam Teknologi Kesehatan

o Deskripsi: Pengetahuan tentang pengembangan dan implementasi
teknologi kesehatan baru, seperti telemedisin, aplikasi kesehatan digital,
dan perangkat medis inovatif.

e Tujuan: Memperluas akses ke layanan kesehatan dan meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perawatan kesehatan.

. Hasil Penelitian Kesehatan

o Deskripsi: Temuan dari penelitian kesehatan terbaru, termasuk studi
klinis, penelitian tentang determinan kesehatan, dan evaluasi intervensi
kesehatan publik.

o Tujuan: Mendasarkan kebijakan dan praktik kesehatan pada bukti ilmiah
dan memperbaiki intervensi kesehatan.

. Kebijakan Kesehatan dan Analisis Kebijakan

o Deskripsi: Informasi tentang kebijakan kesehatan yang efektif, analisis
kebijakan, dan studi kasus implementasi kebijakan.

« Tujuan: Menginformasikan pengembangan dan implementasi kebijakan
kesehatan yang efektif untuk meningkatkan kesehatan publik.

. Sistem Informasi Kesehatan

o Deskripsi: Pengetahuan tentang pengelolaan sistem informasi kesehatan,
termasuk pengumpulan data, analisis, dan pelaporan.

e Tujuan: Memastikan pengambilan keputusan berbasis data untuk
perencanaan kesehatan, pengawasan, dan manajemen sumber daya.

. Best Practices dalam Manajemen Layanan Kesehatan

o Deskripsi: Praktik terbaik dan inovasi dalam pengelolaan fasilitas
kesehatan, termasuk manajemen rumah sakit; klinik, dan layanan
kesehatan primer. :

o Tujuan: Meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan di
fasilitas kesehatan.



- 62 -

8. Strategi Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan

« Deskripsi: Strategi dan program yang terbukti efektif dalam pencegahan
penyakit dan promosi kesehatan.

» Tujuan: Meningkatkan kesadaran kesehatan publik dan mendorong
perilaku kesehatan yang positif untuk mengurangi prevalensi penyakit.

9. Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan

o Deskripsi: Program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan.

e Tujuan: Memastikan tenaga kesehatan terlatih dengan baik dan mampu
memberikan perawatan kesehatan berkualitas tinggi.

10. Kesehatan Global dan Isu-isu Kesehatan Lintas Negara

o Deskripsi: Informasi tentang tantangan kesehatan global, termasuk
penyakit menular lintas negara, resistensi antimikroba, dan determinan
kesehatan global.

o Tujuan: Berkontribusi pada upaya kesehatan global dan meningkatkan
kerja sama internasional dalam menangani masalah kesehatan.
Pengumpulan dan pengelolaan pengetahuan ini membantu instansi

pemerintah  dalam  sektor kesehatan untuk mengidentifikasi dan
mengimplementasikan praktik terbaik, meningkatkan kualitas layanan
kesehatan, dan merespons secara efektif terhadap tantangan kesehatan yang

berubah.

9.2.3. Pengetahuan Sektor Keuangan dan Pajak

Dalam sektor keuangan dan pajak, penerapan manajemen pengetahuan
di instansi pemerintah membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat,
meningkatkan efisiensi operasional, dan menyediakan layanan yang lebih baik

kepada masyarakat. Berikut ini adalah contoh pengetahuan yang diperlukan:

1. Kebijakan Fiskal dan Regulasi Pajak

e Deskripsi: Informasi tentang kebijakan fiskal terkini, regulasi pajak, dan
perubahan dalam undang-undang pajak. '

¢ Tujuan: Memastikan kepatuhan dan efisiensi dalam pengumpulan pajak
serta pengelolaan keuangan publik yang efektif.

2. Analisis Ekonomi dan Fiskal

e Deskripsi: Data dan analisis tentang kondisi ekonomi, tren fiskal, dan
dampak kebijakan ekonomi dan pajak.

e Tuyujuan: Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti untuk
perencanaan ekonomi dan fiskal.
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. Sistem Informasi Keuangan

e Deskripsi: Pengetahuan tentang pengoperasian dan manajemen sistem
informasi keuangan, termasuk perangkat lunak akuntansi dan sistem
manajemen pajak.

e Tujuan: Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan
keuangan dan administrasi pajak.

. Praktik Terbaik dalam Administrasi Pajak

e Deskripsi: Studi kasus dan praktik terbaik dalam administrasi pajak,
termasuk pengumpulan, audit, dan penegakan hukum pajak.

e Tujuan: Meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran
pajak.

. Manajemen Risiko dan Kepatuhan

e Deskripsi: Strategi dan alat untuk manajemen risiko dan kepatuhan
dalam sektor keuangan dan pajak.

e Tujuan: Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko keuangan serta
memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

. Inovasi dalam Layanan Keuangan Publik

e Deskripsi: Inovasi dan teknologi baru dalam penyediaan layanan
keuangan publik, seperti digitalisasi pembayaran pajak dan layanan
keuangan elektronik.

e Tuyjuan: Meningkatkan akses dan kenyamanan bagi wajib pajak, serta
meningkatkan efisiensi internal.

. Pelatihan dan Pengembangan SDM

e Deskripsi: Program pelatihan untuk pengembangan keterampilan dan
pengetahuan pekerja di sektor keuangan dan pajak.

e Tujuan: Meningkatkan kompetensi SDM dalam menghadapi tantangan
keuangan dan pajak yang kompleks.

. Kebijakan Anti-Penghindaran Pajak

e Deskripsi: Pengetahuan tentang strategi dan kebijakan untuk mengatasi
penghindaran pajak dan erosi basis pajak.

e Tujuan: Memperkuat integritas sistem pajak dan memastikan distribusi
beban pajak yang adil.

. Kerjasama Internasional di Bidang Keuangan dan Pajak
o Deskripsi: Informasi tentang kerjasama internasional, termasuk

pertukaran informasi pajak, dan upaya global untuk memerangi
penghindaran pajak. :
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e Tujuan: Meningkatkan transparansi keuangan dan memerangi
penghindaran pajak lintas negara.

10. Analisis Data dan Big Data dalam Keuangan

e Deskripsi: Penggunaan analisis data dan big data untuk mendukung
keputusan keuangan dan pajak.

e Tujuan: Memanfaatkan data untuk prediksi tren ekonomi, identifikasi
risiko, dan peningkatan kepatuhan pajak.

Pengelolaan pengetahuan ini memungkinkan instansi pemerintah di
sektor keuangan dan pajak untuk mengadaptasi praktik terbaik, memperkuat
sistem pajak, meningkatkan kepatuhan, dan memberikan layanan yang lebih
baik kepada wajib pajak. Ini juga membantu dalam menginformasikan
kebijakan publik dan strategi ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan

stabilitas ekonomi.

9.2.4. Pengetahuan Sektor Pertahanan dan Keamanan

Dalam sektor pertahanan dan keamanan, penerapan manajemen pengetahuan
oleh instansi pemerintah sangat penting untuk memastikan efektivitas dan
efisiensi dalam menjaga keamanan nasional. Berikut adalah beberapa contoh
pengetahuan yang diperlukan:

1. Strategi dan Doktrin Pertahanan

e Deskripsi: Pengetahuan tentang strategi pertahanan nasional, doktrin
militer, dan kebijakan keamanan yang mengatur cara negara melindungi
kepentingan nasionalnya.

e Tujuan: Memastikan keselarasan tindakan pertahanan dengan tujuan
strategis nasional dan adaptasi terhadap ancaman baru.

2. Analisis Ancaman dan Intelijen

e Deskripsi: Informasi dan analisis tentang ancaman terkini dan potensial
terhadap keamanan nasional, termasuk terorisme, spionase, dan cyber
threats.

¢ Tujuan: Meningkatkan kesadaran situasional dan memungkinkan
pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi
ancaman.

3. Teknologi Pertahanan dan Inovasi

e Deskripsi: Pengetahuan tentang perkembangan terbaru dalam teknologi
pertahanan, termasuk sistem persenjataan, teknologi pengawasan, dan
cyber defense.

e Tujuan: Memastikan angkatan bersenjata dilengkapi dengan teknologi
canggih untuk mempertahankan keunggulan taktis dan strategis.
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4. Operasi dan Taktik Militer

e Deskripsi: Informasi tentang taktik, teknik, dan prosedur operasional
militer, termasuk pelatihan gabungan, operasi khusus, dan manajemen
krisis. '

e Tujuan: Meningkatkan efektivitas operasi militer dan keamanan dalam
berbagai skenario.

5. Manajemen Krisis dan Respons Bencana

e Deskripsi: Pengetahuan tentang perencanaan dan pelaksanaan respons
terhadap bencana alam dan situasi Kkrisis, termasuk koordinasi
antarlembaga.

e Tujuan: Memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi untuk
melindungi warga dan infrastruktur kritis.

6. Kerjasama Internasional dan Diplomasi Pertahanan

e Deskripsi: Informasi tentang aliansi pertahanan, perjanjian keamanan,
dan kerjasama militer internasional.

e Tujuan: Menguatkan kerjasama internasional untuk menghadapi
ancaman bersama dan meningkatkan stabilitas regional dan global.

7. Pelatihan dan Pengembangan SDM

e Deskripsi: Program pelatihan dan pengembangan untuk personel militer
dan sipil di sektor pertahanan, termasuk keterampilan kepemimpinan
dan teknis.

e Tujuan: Mempersiapkan personel yang kompeten dan siap menghadapi
tantangan keamanan yang kompleks.

8. Kebijakan dan Regulasi Keamanan Siber

e Deskripsi: Pengetahuan tentang kebijakan, regulasi, dan praktik terbaik
dalam keamanan siber untuk melindungi infrastruktur kritis dan
informasi sensitif.

e Tujuan: Mengamankan aset digital dari serangan siber dan memastikan
integritas informasi. ‘

9. Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Konflik Bersenjata

o Deskripsi: Pengetahuan tentang hukum internasional yang mengatur
konflik bersenjata dan perlindungan bagi korban perang.

e Tujuan: Memastikan operasi dan kegiatan militer sesuai dengan norma
dan kewajiban hukum internasional.

10. Manajemen Logistik dan Pendukung Operasi

e Deskripsi: Sistem dan prosedur untuk manajemen logistik, termasuk
pengadaan, penyimpanan, dan distribusi peralatan dan persediaan
militer.

e Tujuan: Memastikan dukungan logistik yang efisien dan efektif untuk
operasi militer dan keamanan.

Pengelolaan pengetahuan di sektor pertahanan dan keamanan tidak hanya
penting untuk mempersiapkan dan merespons terhadap ancaman, tetapi juga
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untuk mempromosikan inovasi, meningkatkan kerjasama, dan memastikan
bahwa kebijakan dan praktik bertahan dalam menghadapi tantangan baru.

9.2.5. Pengetahuan Sektor Infrastruktur dan Transportasi

Dalam sektor infrastruktur dan transportasi, penerapan manajemen
pengetahuan di instansi pemerintah membantu meningkatkan perencanaan,
pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur serta sistem transportasi.
Berikut adalah beberapa contoh pengetahuan yang diperlukan: '

1. Standar dan Regulasi Infrastruktur

e Deskripsi: Pengetahuan tentang standar industri dan regulasi yang
berlaku untuk pembangunan infrastruktur, termasuk kode bangunan,
standar keselamatan, dan regulasi lingkungan.

e Tujuan: Memastikan bahwa semua proyek infrastruktur memenuhi
persyaratan hukum dan keselamatan.

2. Teknologi dan Inovasi dalam Infrastruktur

e Deskripsi: Informasi tentang teknologi baru dan metode inovatif dalam
konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur, seperti bahan bangunan
ramah lingkungan, teknologi smart city, dan sistem transportasi cerdas.

e Tujuan: Meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan efektivitas proyek
infrastruktur.

3. Manajemen Proyek Infrastruktur

e Deskripsi: Praktik terbaik dan metodologi dalam manajemen proyek
infrastruktur, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pengawasan
proyek.

e Tujuan: Memastikan pengelolaan proyek yang efektif dan penggunaan
sumber daya yang optimal.

4. Analisis dan Perencanaan Transportasi

e Deskripsi: Pengetahuan tentang analisis lalu lintas, perencanaan
transportasi, dan model prediksi untuk mengoptimalkan jaringan
transportasi dan mengurangi kemacetan.

e Tujuan: Meningkatkan efisiensi sistem transportasi dan memenuhi
kebutuhan mobilitas masyarakat.

S. Sistem Informasi Geografis (GIS) dalam Infrastruktur

e Deskripsi: Penggunaan GIS untuk pemetaan, analisis, dan pengelolaan
data infrastruktur dan transportasi.

e Tujuan: Mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk
perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur.

6. Kebijakan dan Ekonomi Transportasi

Deskripsi: Pengetahuan tentang kebijakan transportasi, ekonomi
transportasi, dan dampak sosial-ekonomi dari proyek infrastruktur.
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Tujuan: Menginformasikan pengembangan kebijakan yang mendukung
pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

7. Keberlanjutan dan Lingkungan

e Deskripsi: Strategi dan prinsip untuk pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan, termasuk pengelolaan dampak lingkungan, desain ramah
lingkungan, dan pengurangan emisi karbon.

e Tujuan: Memastikan bahwa proyek infrastruktur mendukung tujuan
keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

8. Keselamatan dalam Transportasi

e Deskripsi: Pengetahuan tentang prinsip dan praktik keselamatan dalam
sistem transportasi, termasuk pencegahan kecelakaan, desain
keselamatan, dan respons darurat.

e Tujuan: Mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan
bagi pengguna jalan.

O

. Pembiayaan dan Model Pendanaan Infrastruktur

e Deskripsi: Informasi tentang sumber pembiayaan, model pendanaan
inovatif, dan kemitraan publik-swasta untuk proyek infrastruktur.

e Tujuan: Mengidentifikasi cara pembiayaan yang efektif untuk
pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur.

10. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

e Deskripsi: Strategi dan solusi untuk meningkatkan ketahanan
infrastruktur dan transportasi terhadap dampak perubahan iklim, seperti
peningkatan level laut dan frekuensi bencana alam yang lebih tinggi.

e Tujuan: Memastikan bahwa infrastruktur dapat bertahan dan beroperasi
efektif di masa depan yang berubah.

Pengelolaan pengetahuan dalam sektor infrastruktur dan transportasi
memungkinkan instansi pemerintah untuk mengembangkan dan memelihara
sistem yang efisien, berkelanjutan, dan aman, yang mendukung pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

9.2.6. Pengetahuan Sektor Lingkungan Hidup

Dalam sektor lingkungan hidup, penerapan manajemen pengetahuan oleh
instansi pemerintah sangat penting untuk mendukung kebijakan dan inisiatif
yang bertujuan melindungi lingkungan dan mempromosikan pembangunan
berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa contoh pengetahuan yang
diperlukan:

1. Kebijakan dan Regulasi Lingkungan

e Deskripsi: Informasi tentang kebijakan lingkungan, regulasi, dan standar
yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

e Tujuan: Memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan mematuhi
peraturan lingkungan dan berkontribusi pada tujuan keberlanjutan.
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. Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam

e Deskripsi: Pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan, termasuk pengelolaan hutan, konservasi air, dan
pengelolaan sumber daya mineral.

e Tujuan: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam sambil
meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

. Teknologi Ramah Lingkungan

e Deskripsi: Informasi tentang teknologi ramah lingkungan dan inovasi
yang dapat mengurangi polusi, meningkatkan efisiensi energi, dan
mengurangi penggunaan sumber daya alam.

e Tujuan: Mendukung transisi ke ekonomi hijau dan mengurangi jejak
karbon.

. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

e Deskripsi: Strategi dan inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

e Tujuan: Mengurangi vulnerabilitas terhadap perubahan iklim dan .
mendukung upaya global dalam memerangi pemanasan global.

. Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang

e Deskripsi: Pengetahuan tentang teknik pengelolaan limbah yang efektif,
termasuk pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pengolahan limbah.

e Tuyjuan: Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan mempromosikan
ekonomi sirkular.

. Konservasi Keanekaragaman Hayati

e Deskripsi: Informasi tentang upaya konservasi untuk melindungi spesies
dan habitat yang terancam punah.

e Tujuan: Melestarikan keanekaragaman hayati dan memastikan
keseimbangan ekosistem.

. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan

e Deskripsi: Strategi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu
lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya
pelestarian lingkungan.

e Tuyjuan: Membangun kultur pelestarian lingkungan dan mendukung
perubahan perilaku yang berkelanjutan.

. Penilaian Dampak Lingkungan (AMDAL)

e Deskripsi: Metodologi untuk mengevaluasi dampak potensial dari proyek
pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

¢ Tujuan: Memastikan bahwa pertimbangan lingkungan terintegrasi dalam
perencanaan dan pengambilan keputusan proyek.
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9. Kerjasama Internasional dalam Isu Lingkungan

e Deskripsi: Informasi tentang kerjasama dan inisiatif internasional dalam
mengatasi masalah lingkungan global, seperti perubahan iklim,
pencemaran lintas batas, dan perdagangan spesies terancam punah.

e Tujuan: Memperkuat kerjasama internasional dan memastikan upaya
yang koordinasi dalam menghadapi tantangan lingkungan global.

10. Pemantauan dan Evaluasi Lingkungan

e Deskripsi: Teknik dan alat untuk pemantauan kondisi lingkungan,
evaluasi kualitas air dan udara, serta pengukuran biodiversitas.

e Tujuan: Memberikan data dan informasi yang akurat untuk
menginformasikan kebijakan lingkungan dan mengukur efektivitas upaya
pelestarian.

Pengelolaan pengetahuan di sektor lingkungan hidup memungkinkan instansi
pemerintah  untuk  membuat  kebijakan  yang lebih informasi,
mengimplementasikan proyek yang berkelanjutan, dan mengambil tindakan
yang efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Ini juga mendukung
pembangunan kapasitas, penelitian, dan inovasi yang diperlukan untuk
memastikan kesejahteraan lingkungan untuk generasi saat ini dan yang akan
datang.

9.2.7. Pengetahuan Sektor Perumahan dan Pengembangan Perkotaan

Dalam sektor perumahan dan pengembangan perkotaan, penerapan
manajemen pengetahuan oleh instansi pemerintah membantu dalam
merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mempromosikan
pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan menyediakan perumahan
yang layak dan terjangkau. Berikut adalah beberapa contoh pengetahuan yang
diperlukan:

1. Kebijakan Perumahan dan Standar Pembangunan

e Deskripsi: Informasi tentang kebijakan perumahan nasional, standar
pembangunan, dan regulasi yang memandu pembangunan perumahan
yang inklusif dan berkelanjutan.

e Tujuan: Memastikan penyediaan perumahan yang terjangkau, aman, dan
sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

2. Praktik Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan

e Deskripsi: Pengetahuan tentang prinsip dan praktik pembangunan
perkotaan berkelanjutan, termasuk perencanaan tata ruang, pengelolaan
sumber daya alam, dan infrastruktur hijau.

e Tujuan: Mendorong pembangunan kota yang ramah lingkungan, efisien
sumber daya, dan mendukung kualitas hidup yang tinggi.

3. Sistem Transportasi dan Mobilitas Kota
e Deskripsi: Informasi tentang perencanaan dan implementasi sistem

transportasi yang efisien dan inklusif, termasuk transportasi publik,
infrastruktur pejalan kaki, dan jalur sepeda.
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e Tujuan: Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas dalam kota,
mengurangi kemacetan, dan mempromosikan transportasi berkelanjutan.

. Teknologi Smart City

e Deskripsi: Pengetahuan tentang penerapan teknologi smart city,
termasuk internet of things (IoT), sistem manajemen data, dan solusi
berbasis teknologi untuk meningkatkan layanan kota dan pengelolaan
sumber daya. ’

e Tujuan: Meningkatkan efisiensi operasional kota, layanan publik, dan
partisipasi warga.

. Manajemen Risiko Bencana dan Ketahanan Kota

e Deskripsi: Strategi dan praktik untuk meningkatkan ketahanan kota
terhadap bencana alam dan perubahan iklim, termasuk perencanaan
mitigasi dan adaptasi.

e Tujuan: Meminimalkan kerusakan dan mempercepat pemulihan dari
bencana, serta memastikan keberlanjutan pembangunan perkotaan.

. Keterjangkauan dan Aksesibilitas Perumahan

e Deskripsi: Pengetahuan tentang strategi untuk meningkatkan
keterjangkauan perumahan, termasuk subsidi perumahan, pembiayaan
perumahan terjangkau, dan pengembangan perumahan sosial.

e Tujuan: Memastikan setiap individu dan keluarga memiliki akses ke
perumahan yang layak dan terjangkau.

. Pengelolaan Sampah dan Sistem Sanitasi

e Deskripsi: Informasi tentang pengelolaan sampah yang efektif dan sistem
sanitasi yang berkelanjutan untuk kota.

e Tujuan: Mengurangi dampak lingkungan dari sampah kota dan
memastikan sanitasi yang baik untuk semua warga.

. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan

e Deskripsi: Strategi untuk melibatkan masyarakat dalam proses
perencanaan dan pengembangan kota, termasuk forum warga, survei,
dan platform kolaborasi online.

e Tujuan: Memastikan pembangunan perkotaan yang inklusif dan
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi komunitas lokal.

. Konservasi Energi dan Bangunan Hijau

e Deskripsi: Pengetahuan tentang praktik konservasi energi dan
pengembangan bangunan hijau, termasuk isolasi termal, pemanfaatan
energi terbarukan, dan sistem manajemen energi.

e Tujuan: Mengurangi konsumsi energi bangunan, meminimalkan jejak
karbon, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

10. Integrasi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

e Deskripsi: Informasi tentang pendekatan terintegrasi dalam perencanaan
dan pengembangan wilayah, yang mempertimbangkan interaksi antara
berbagai sektor dan skala geografis.
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e Tujuan: Menciptakan sinergi antara perkembangan perkotaan,
perumahan, transportasi, dan lingkungan untuk mendukung
pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pengelolaan pengetahuan dalam sektor perumahan dan pengembangan
perkotaan memungkinkan instansi pemerintah untuk merancang dan
menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan perkotaan yang
holistik, inklusif, dan berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan perumahan
bagi semua lapisan masyarakat.

9.2.8. Pengetahuan Sektor Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja

Dalam sektor ketenagakerjaan dan tenaga kerja, penerapan manajemen
pengetahuan oleh instansi pemerintah sangat penting untuk memastikan pasar
tenaga kerja yang dinamis, adil, dan inklusif. Berikut adalah beberapa contoh
pengetahuan yang diperlukan:

1. Regulasi dan Kebijakan Ketenagakerjaan

e Deskripsi: Informasi tentang peraturan ketenagakerjaan, kebijakan upah
minimum, jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta hak
dan kewajiban pekerja dan pengusaha.

e Tujuan: Memastikan lingkungan kerja yang adil dan aman bagi semua
pekerja.

2. Tren Pasar Tenaga Kerja dan Analisis Kebutuhan

e Deskripsi: Data dan analisis tentang tren pasar tenaga kerja, termasuk
permintaan dan penawaran tenaga kerja, keterampilan yang dibutuhkan,
dan prediksi masa depan industri.

¢ Tujuan: Membantu dalam perencanaan pendidikan dan pelatihan
vokasional untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.

3. Program Pengembangan Keterampilan dan Pelatihan

e Deskripsi: Pengetahuan tentang program pelatihan dan pengembangan
keterampilan untuk meningkatkan kompetensi pekerja, termasuk-
pelatihan teknis, soft skill, dan pembelajaran berkelanjutan.

e Tujuan: Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta
mobilitas pekerjaan.
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4. Strategi Penanggulangan Pengangguran

e Deskripsi: Informasi tentang strategi dan program untuk menanggulangi
pengangguran, termasuk program penciptaan lapangan kerja, subsidi
gaji, dan bantuan pencarian kerja.

e Tujuan: Mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan dukungan
bagi pencari kerja.

5. Hak Asasi Manusia dan Standar Tenaga Kerja Internasional

e Deskripsi: Pengetahuan tentang hak asasi manusia dalam konteks kerja
dan standar tenaga kerja yang ditetapkan oleh organisasi internasional
seperti ILO (International Labour Organization).

e Tujuan: Memastikan bahwa praktik ketenagakerjaan di dalam negeri
sesuai dengan standar internasional.

6. Kesetaraan Gender dan Diversifikasi di Tempat Kerja

e Deskripsi: Strategi dan kebijakan untuk mempromosikan kesetaraan
gender dan inklusi di tempat kerja, termasuk penghapusan diskriminasi
dan promosi kesempatan kerja yang sama.

¢ Tujuan: Menciptakan lingkungan kerja yang setara dan inklusif untuk
semua gender dan latar belakang.

7. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

e Deskripsi: Praktik terbaik dalam manajemen SDM, termasuk perekrutan,
retensi, pengembangan karir, dan manajemen kinerja.

e Tujuan: Meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengelolaan pekerja
yang efisien.

8. Kesejahteraan dan Jaminan Sosial untuk Pekerja

e Deskripsi: Informasi tentang sistem jaminan sosial dan program
kesejahteraan pekerja, termasuk asuransi kesehatan, pensiun, dan
tunjangan pengangguran.

e Tujuan: Menjamin keamanan finansial dan kesejahteraan pekerja dan
keluarganya.

9. Migrasi Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran

e Deskripsi: Pengetahuan tentang isu migrasi tenaga kerja, termasuk
kebijakan untuk perlindungan pekerja migran dan kerja sama
internasional. '

e Tujuan: Melindungi hak-hak pekerja migran dan memastikan mereka
mendapat perlakuan yang adil.

10. Inovasi dan Teknologi di Tempat Kerja

e Deskripsi: Informasi tentang dampak inovasi dan teknologi pada tenaga
kerja, termasuk otomatisasi, digitalisasi, dan ekonomi gig.

e Tujuan: Mempersiapkan pasar tenaga kerja untuk perubahan teknologi
dan memastikan bahwa pekerja memiliki keterampilan yang relevan.

Pengelolaan pengetahuan di sektor ketenagakerjaan dan tenaga kerja
memungkinkan instansi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan
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program yang mendukung tenaga kerja yang beragam dan dinamis, serta
memastikan perlindungan dan promosi hak-hak pekerja. Ini juga membantu
dalam merespons tantangan pasar tenaga kerja saat ini dan masa depan dengan
strategi yang informasi dan berbasis bukti.

9.2.9. Pengetahuan Sektor Kebudayaan, Olah Raga dan Rekreasi

Dalam sektor Kebudayaan, Olahraga, dan Rekreasi, penerapan manajemen
pengetahuan oleh instansi pemerintah memainkan peran penting dalam
melestarikan warisan budaya, mendukung pengembangan olahraga, dan
mempromosikan kegiatan rekreasi. Berikut adalah beberapa contoh
pengetahuan yang diperlukan:

1. Pelestarian dan Promosi Warisan Budaya

e Deskripsi: Pengetahuan tentang strategi pelestarian, restorasi, dan
promosi situs warisan budaya, termasuk praktik terbaik dalam
manajemen situs warisan dan penggunaan teknologi untuk pelestarian.

e Tujuan: Melindungi dan mempertahankan warisan budaya untuk
generasi mendatang serta mempromosikannya sebagai bagian dari
identitas nasional dan sumber wisata.

2. Pengembangan dan Dukungan Atlet

e Deskripsi: Informasi tentang program pengembangan atlet, termasuk
pelatihan, nutrisi, kesehatan mental, dan manajemen karir.

e Tujuan: Mendukung atlet di semua tingkatan untuk mencapai potensi
maksimal mereka dan berkompetisi di panggung nasional dan
internasional.

3. Manajemen dan Promosi Event Kebudayaan dan Olahraga

e Deskripsi: Strategi untuk perencanaan, pengorganisasian, dan promosi
event kebudayaan dan olahraga, termasuk festival, kompetisi, dan
pameran. '

e Tujuan: Menarik partisipasi masyarakat, meningkatkan pariwisata, dan
memperkaya kehidupan sosial komunitas.

4. Kebijakan dan Regulasi Kebudayaan, Olahraga, dan Rekreasi

e Deskripsi: Pengetahuan tentang kebijakan dan regulasi yang
mempengaruhi sektor kebudayaan, olahraga, dan rekreasi, termasuk hak
cipta, subsidi, dan standar keselamatan.

e Tuyjuan: Menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan
sektor-sektor ini dan memastikan akses yang luas bagi masyarakat.

5. Pengembangan Infrastruktur Rekreasi dan Olahraga
e Deskripsi: Informasi tentang perencanaan dan pembangunan

infrastruktur rekreasi dan olahraga, seperti taman, lapangan olahraga,
dan fasilitas komunitas. ‘
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e Tujuan: Menyediakan akses terhadap fasilitas berkualitas untuk aktivitas
fisik dan rekreasi, mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Pendidikan dan Pelatihan Seni dan Budaya

e Deskripsi: Pengetahuan tentang program pendidikan dan pelatihan dalam
seni dan budaya, termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan
keterlibatan masyarakat. '

e Tujuan: Mendorong apresiasi seni dan budaya serta mengembangkan
bakat dan keterampilan individu dalam berbagai disiplin seni.

7. Kesehatan dan Keselamatan dalam Olahraga

e Deskripsi: Strategi untuk promosi kesehatan dan keselamatan atlet dan
partisipan kegiatan olahraga, termasuk pencegahan cedera, rehabilitasi,
dan kesadaran akan risiko kesehatan.

e Tujuan: Memastikan bahwa semua individu dapat berpartisipasi dalam
olahraga dan aktivitas fisik dengan aman.

8. Pemanfaatan Teknologi dalam Kebudayaan dan Olahraga

o Deskripsi: Informasi tentang pemanfaatan teknologi dalam promosi
kebudayaan dan olahraga, termasuk virtual reality untuk wisata budaya,
dan analitik data dalam olahraga.

e Tujuan: Memperluas jangkauan dan dampak aktivitas kebudayaan dan
olahraga melalui inovasi teknologi.

9. Strategi Pemasaran dan Kemitraan

e Deskripsi: Pengetahuan tentang strategi pemasaran dan pembentukan
kemitraan untuk sektor kebudayaan, olahraga, dan rekreasi, termasuk
sponsor, media, dan kerjasama dengan sektor swasta.

e Tujuan: Meningkatkan visibilitas dan dukungan untuk kegiatan
kebudayaan dan olahraga, serta menciptakan peluang baru.

10. Aksesibilitas dan Inklusi dalam Kebudayaan dan Olahraga

e Deskripsi: Strategi untuk memastikan aksesibilitas dan inklusi dalam
kebudayaan, olahraga, dan kegiatan rekreasi bagi semua individu,
termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marginal.

e Tujuan: Memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama
untuk berpartisipasi dan menikmati kegiatan kebudayaan dan olahraga.

Pengelolaan pengetahuan dalam sektor ini memungkinkan instansi pemerintah
untuk memformulasikan dan menerapkan strategi yang memperkaya
kehidupan masyarakat melalui kebudayaan, olahraga, dan rekreasi, sekaligus
mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata.

9.2.10. Pengetahuan Sektor Sosial dan Kesejahteraan

Dalam sektor Sosial dan Kesejahteraan, penerapan manajemen pengetahuan
oleh instansi pemerintah penting untuk mendukung pembangunan sosial dan
memastikan jaring pengaman sosial yang efektif bagi masyarakat. Berikut
adalah beberapa contoh pengetahuan yang diperlukan: '
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. Kebijakan dan Program Kesejahteraan Sosial

» Deskripsi: Pengetahuan tentang kebijakan dan program yang dirancang
untuk mendukung individu dan keluarga dalam kebutuhan, termasuk
bantuan tunai, layanan sosial, dan akses ke perumahan sosial.

e Tujuan: Mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta mendukung
individu dan keluarga yang rentan.

. Layanan Perlindungan Anak dan Keluarga

e Deskripsi: Informasi tentang program dan layanan yang bertujuan
melindungi anak-anak dan mendukung keluarga, termasuk pencegahan
kekerasan terhadap anak, layanan adopsi, dan dukungan bagi keluarga
yang menghadapi tantangan.

e Tujuan: Menjamin kesejahteraan anak dan keutuhan keluarga.

. Strategi Penanganan Homelessness

e Deskripsi: Pengetahuan tentang pendekatan dan strategi untuk
mengatasi masalah tunawisma, termasuk penyediaan perumahan
sementara dan layanan dukungan sosial.

¢ Tujuan: Mengurangi jumlah individu yang tidak memiliki tempat tinggal
dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

. Program Pensiun dan Jaminan Sosial

e Deskripsi: Informasi tentang sistem pensiun dan jaminan sosial,
termasuk manfaat pensiun, asuransi cacat, dan tunjangan untuk
keluarga berduka.

e Tujuan: Menjamin keamanan finansial bagi lansia, penyandang
disabilitas, dan keluarga yang kehilangan pencari nafkah.

. Pendekatan Berbasis Komunitas dalam Pembangunan Sosial

¢ Deskripsi: Pengetahuan tentang pendekatan berbasis komunitas untuk
pembangunan sosial, yang melibatkan partisipasi aktif dari komunitas
lokal dalam merencanakan dan melaksanakan program sosial.

e Tujuan: Memperkuat kapasitas komunitas dan memastikan intervensi
yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

. Layanan Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial

e Deskripsi: Informasi tentang layanan kesehatan mental dan dukungan
psikososial, termasuk akses ke terapi, program dukungan kelompok, dan
layanan krisis.

e Tujuan: Meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan individu
dalam masyarakat.

. Integrasi Sosial dan Dukungan bagi Migran dan Pengungsi

e Deskripsi: Pengetahuan tentang program dan strategi untuk mendukung
integrasi sosial bagi migran dan pengungsi, termasuk pendidikan bahasa,
pelatihan kerja, dan akses ke layanan kesehatan.

e Tujuan: Memfasilitasi adaptasi dan inklusi sosial bagi migran dan

pengungsi.
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8. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

e Deskripsi: Strategi dan program yang ditujukan untuk pemberdayaan
perempuan dan promosi kesetaraan gender, termasuk pendidikan dan
pelatihan, keterlibatan ekonomi, dan perlindungan dari kekerasan
berbasis gender.

e Tujuan: Mengurangi ketidaksetaraan gender dan memperkuat posisi
perempuan dalam semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

9. Aksesibilitas dan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas

e Deskripsi: Informasi tentang membuat layanan dan fasilitas sosial dapat
diakses dan inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk transportasi
yang dapat diakses, bangunan publik, dan program pendidikan dan kerja.

e Tujuan: Menjamin hak dan partisipasi penuh penyandang disabilitas
dalam masyarakat. ‘

10. Penggunaan Teknologi dalam Layanan Sosial

e Deskripsi: Pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan
untuk meningkatkan penyampaian layanan sosial, termasuk pengelolaan
data, platform layanan online, dan aplikasi mobile untuk layanan
kesejahteraan.

e Tujuan: Meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan sosial dan
kesejahteraan untuk masyarakat luas.

Pengelolaan pengetahuan dalam sektor Sosial dan Kesejahteraan
memungkinkan instansi pemerintah untuk mendesain dan
mengimplementasikan program yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, mempromosikan inklusi sosial, dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan.

9.2.11. Pengetahuan Sektor Keuangan Publik dan Pengelolaan Aset

Dalam sektor Keuangan Publik dan Pengelolaan Aset, penerapan manajemen
pengetahuan oleh instansi pemerintah sangat penting untuk meningkatkan
transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset
negara. Berikut ini adalah beberapa contoh pengetahuan yang diperlukan:

1. Kebijakan Anggaran dan Penganggaran

e Deskripsi: Pengetahuan tentang proses perencanaan, penyusunan, dan
eksekusi anggaran negara, termasuk prinsip dan teknik penganggaran
yang efektif.

e Tujuan: Memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif untuk
mencapai tujuan pembangunan nasional.

2. Audit dan Pengawasan Keuangan

e Deskripsi: Informasi tentang metodologi audit, standar pengawasan
keuangan, dan praktik terbaik dalam audit internal dan eksternal.

e Tujuan: Meningkatkan integritas sistem keuangan publik melalui
pengawasan yang ketat dan pengidentifikasian serta mitigasi risiko
keuangan.
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. Manajemen Risiko Keuangan

e Deskripsi: Pengetahuan tentang identifikasi, analisis, dan manajemen
risiko keuangan dalam operasional pemerintah.

e Tujuan: Meminimalkan kerugian finansial dan memastikan kestabilan
keuangan publik.

. Pengelolaan Utang dan Investasi

e Deskripsi: Informasi tentang strategi pengelolaan utang negara dan
kebijakan investasi untuk aset pemerintah, termasuk portofolio investasi
dan penilaian risiko.

e Tujuan: Memaksimalkan pengembalian investasi dan mengelola beban
utang secara berkelanjutan.

. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

o Deskripsi: Pengetahuan tentang standar akuntansi pemerintah, proses
pelaporan keuangan, dan penggunaan sistem informasi akuntansi.

e Tujuan: Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu
untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik.

. Transparansi Fiskal dan Akses Informasi

o Deskripsi: Strategi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan
keuangan publik, termasuk inisiatif akses informasi dan partisipasi
publik dalam proses anggaran.

e Tujuan: Meningkatkan kepercayaan publik dan memungkinkan
pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

. Reformasi Keuangan Publik

e Deskripsi: Pengetahuan tentang reformasi kebijakan dan administrasi
keuangan publik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
responsivitas layanan publik.

e Tujuan: Mendorong inovasi dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan
keuangan publik.

. Teknologi Finansial (Fintech) dan Digitalisasi

e Deskripsi: Informasi tentang aplikasi teknologi finansial dalam
pengelolaan keuangan publik, termasuk pembayaran digital, blockchain,
dan sistem informasi keuangan terintegrasi.

e Tujuan: Meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memperluas
akses ke layanan keuangan publik.

. Etika dan Kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan

e Deskripsi: Prinsip-prinsip etika dan kepatuhan yang harus diikuti dalam
pengelolaan keuangan dan aset publik untuk mencegah korupsi dan
penyalahgunaan wewenang.

e Tujuan: Menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam sistem
keuangan pemerintah.
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10. Pengelolaan Aset dan Inventaris

e Deskripsi: Pengetahuan tentang sistem pengelolaan aset pemerintah,
termasuk akuisisi, pemeliharaan, penilaian, dan disposisi aset.

e Tujuan: Memastikan penggunaan dan pengelolaan aset pemerintah yang
efisien dan bertanggung jawab.

Pengelolaan pengetahuan dalam sektor Keuangan Publik dan Pengelolaan Aset
memungkinkan instansi pemerintah untuk membuat keputusan berbasis data,
meningkatkan pengelolaan sumber daya, dan memastikan akuntabilitas dan
transparansi dalam penggunaan dana dan aset publik.

9.2.12. Pengetahuan Sektor Energi dan Sumber Daya Alam

Dalam sektor Energi dan Sumber Daya Alam, penerapan manajemen
pengetahuan oleh instansi pemerintah adalah kunci untuk memastikan
pengelolaan yang berkelanjutan dan efisien dari sumber daya alam dan energi.
Berikut adalah beberapa contoh pengetahuan yang diperlukan:

1. Kebijakan Energi dan Regulasi

e Deskripsi: Informasi tentang kebijakan energi nasional, regulasi yang
mengatur eksploitasi dan penggunaan sumber daya energi, termasuk
energi terbarukan dan fosil.

e Tuyjuan: Membimbing pengembangan sektor energi yang berkelanjutan
dan memastikan keamanan pasokan energi.

2. Teknologi Energi Terbarukan

e Deskripsi: Pengetahuan tentang teknologi energi terbarukan terkini,
seperti tenaga surya, angin, hidro, biomassa, dan geotermal, serta
tantangan dan solusi dalam penerapannya.

e Tujuan: Mempercepat transisi energi ke sumber yang lebih bersih dan
berkelanjutan.

3. Manajemen dan Konservasi Sumber Daya Alam

e Deskripsi: Strategi dan praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya
alam, termasuk hutan, air, dan mineral, untuk memastikan
penggunaannya yang berkelanjutan.

e Tuyjuan: Melindungi sumber daya alam dan ekosistem sambil memenuhi
kebutuhan ekonomi dan sosial.

4. Penilaian Dampak Lingkungan (AMDAL)

e Deskripsi: Pengetahuan tentang prosedur dan metodologi untuk
melakukan penilaian dampak lingkungan terhadap proyek-proyek energi
dan sumber daya alam.

e Tujuan: Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan
masyarakat dari pengembangan proyek.

5. Efisiensi Energi dan Pengurangan Emisi
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o Deskripsi: Strategi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di
berbagai sektor dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

e Tujuan: Mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan meningkatkan
keberlanjutan lingkungan.

6. Ekonomi Sumber Daya Alam

e Deskripsi: Pengetahuan tentang nilai ekonomi dari sumber daya alam dan
cara pengelolaannya untuk mendukung pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan.

e Tujuan: Membuat keputusan yang berinformasi tentang eksploitasi
sumber daya alam yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan.

7. Hukum dan Kepemilikan Sumber Daya Alam

e Deskripsi: Informasi tentang kerangka hukum yang mengatur
kepemilikan, akses, dan pembagian manfaat dari sumber daya alam.
e Tujuan: Memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan legal.

8. Kerjasama Internasional dan Perdagangan Sumber Daya

e Deskripsi: Pengetahuan tentang kerjasama internasional dalam
pengelolaan sumber daya alam dan perdagangan, termasuk perjanjian
bilateral dan multilateral.

e Tujuan: Meningkatkan kerjasama global dan memastikan perdagangan
sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

9. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

e Deskripsi: Strategi untuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan
mitigasi emisi dari sektor energi dan sumber daya alam.

e Tujuan: Mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim dan
kontribusi sektor terhadap pemanasan global.

10. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan

e Deskripsi: Pengetahuan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya alam dan proyek energi, termasuk hak dan
akses masyarakat lokal.

e Tujuan: Memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal serta
mempromosikan pembangunan yang inklusif.

Pengelolaan pengetahuan dalam sektor Energi dan Sumber Daya Alam
memungkinkan instansi pemerintah untuk mengambil keputusan yang
berbasis bukti dan strategis, memastikan pengelolaan sumber daya yang
berkelanjutan, dan mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap
perubahan iklim, demi kesejahteraan generasi saat ini dan yang akan datang.

9.2.13. Pengetahuan Sektor Pangan dan Pertanian

Dalam sektor Pangan dan Pertanian, penerapan manajemen pengetahuan oleh
instansi pemerintah sangat penting untuk meningkatkan produktivitas
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pertanian, keamanan pangan, dan nutrisi masyarakat. Berikut adalah beberapa
contoh pengetahuan yang diperlukan:

1. Teknik Pertanian Modern dan Berkelanjutan

e Deskripsi: Pengetahuan tentang praktik pertanian modern yang
meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan, termasuk penggunaan
teknologi pertanian tepat guna, metode irigasi efisien, dan teknik
konservasi tanah dan air. :

e Tujuan: Meningkatkan hasil pertanian dengan cara yang berkelanjutan
dan ramah lingkungan.

2. Manajemen Hama dan Penyakit Tanaman

e Deskripsi: Informasi tentang identifikasi, pencegahan, dan pengendalian
hama dan penyakit tanaman menggunakan metode yang aman dan
efektif, termasuk pengelolaan terpadu hama (PHT).

e Tujuan: Meminimalkan kerugian hasil panen dan memastikan produksi
tanaman yang sehat.

3. Teknologi Pascapanen dan Pengolahan

e Deskripsi: Pengetahuan tentang teknik dan teknologi pascapanen untuk
menjaga kualitas dan mengurangi kerugian hasil pertanian, serta metode
pengolahan yang meningkatkan nilai tambah produk.

e Tujuan: Meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan dan nilai ekonomi
produk pertanian.

4. Kebijakan dan Regulasi Keamanan Pangan

e Deskripsi: Informasi tentang kebijakan, standar, dan regulasi keamanan
pangan, termasuk persyaratan kesehatan dan keamanan untuk produksi,
distribusi, dan konsumsi pangan.

e Tujuan: Menjamin akses masyarakat terhadap pangan yang aman, sehat,
dan bergizi.

5. Nutrisi dan Keamanan Pangan

e Deskripsi: Pengetahuan tentang dasar-dasar nutrisi, pentingnya
diversifikasi pangan, dan cara meningkatkan kualitas gizi produk
pertanian.

e Tujuan: Meningkatkan status gizi masyarakat dan mencegah malnutrisi
dan penyakit terkait gizi.

6. Sistem Informasi Geografis (GIS) dalam Pertanian

e Deskripsi: Penggunaan GIS dan teknologi pemetaan untuk analisis lahan
pertanian, pemantauan kondisi tanah, dan manajemen sumber daya
alam.

e Tujuan: Membantu pengambilan keputusan dalam perencanaan
penggunaan lahan dan manajemen sumber daya pertanian.
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7. Agroekologi dan Pertanian Organik

e Deskripsi: Prinsip dan praktik agroekologi dan pertanian organik yang
mendukung keberlanjutan ekosistem, termasuk penggunaan pestisida
organik dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

e Tujuan: Menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan
meningkatkan kesehatan tanah.

8. Perubahan Iklim dan Pertanian

e Deskripsi: Dampak perubahan iklim terhadap pertanian dan strategi
adaptasi dan mitigasi untuk sektor pertanian, termasuk varietas tanaman
yang tahan terhadap perubahan iklim dan praktik pertanian yang
mengurangi emisi karbon.

e Tujuan: Memastikan ketahanan sektor pertanian terhadap dampak
perubahan iklim. '

9. Kemitraan dan Rantai Nilai Pertanian

e Deskripsi: Pengetahuan tentang pembangunan kemitraan antara petani,
industri, dan pemasar untuk menciptakan rantai nilai pertanian yang
efisien dan menguntungkan.

e Tujuan: Meningkatkan akses pasar bagi petani dan meningkatkan
pendapatan mereka.

10. Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

e Deskripsi: Strategi untuk penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi
petani dan pekerja pertanian, termasuk penggunaan teknologi baru,
manajemen pertanian, dan keterampilan bisnis.

e Tujuan: Meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani untuk
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Pengelolaan pengetahuan dalam sektor Pangan dan Pertanian memungkinkan
instansi pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang
meningkatkan produktivitas pertanian, memastikan keamanan pangan, dan
mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif.

9.2.14. Pengetahuan Sektor [Imu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi

Dalam sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi, penerapan manajemen
pengetahuan oleh instansi pemerintah sangat penting untuk mendorong
kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah
beberapa contoh pengetahuan yang diperlukan:

1. Tren dan Perkembangan Teknologi Terkini

e Deskripsi: Pengetahuan tentang perkembangan terbaru dalam teknologi,
termasuk kecerdasan buatan (Al), Internet of Things (IoT), big data, dan
blockchain, serta implikasinya bagi masyarakat dan ekonomi.

¢ Tujuan: Memastikan pemerintah dapat memanfaatkan teknologi terkini
untuk meningkatkan layanan publik dan mendorong inovasi.
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. Kebijakan dan Regulasi Teknologi

e Deskripsi: Informasi tentang kebijakan dan regulasi yang mengatur
pengembangan dan penerapan teknologi, termasuk keamanan siber,
privasi data, dan etika Al.

e Tujuan: Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi sambil
melindungi hak dan keamanan masyarakat.

. Sistem Inovasi Nasional

e Deskripsi: Pengetahuan tentang komponen dan dinamika sistem inovasi
nasional, termasuk lembaga riset, universitas, industri, dan pemerintah,
serta cara mereka berinteraksi untuk menghasilkan inovasi.

e Tujuan: Memperkuat kerjasama antar sektor dan meningkatkan
kapasitas inovasi nasional.

. Transfer Teknologi dan Komersialisasi

e Deskripsi: Strategi untuk memfasilitasi transfer teknologi dari penelitian
ke pasar, termasuk lisensi, spin-offs, dan kemitraan antara universitas
dan industri. _

e Tujuan: Meningkatkan dampak ekonomi dari penelitian dan
pengembangan (R&D) dan mendorong pertumbuhan industri berbasis
pengetahuan.

. Pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika)

e Deskripsi: Pengetahuan tentang strategi dan program untuk
mempromosikan pendidikan di bidang STEM, termasuk kurikulum,
metode pengajaran, dan pemberdayaan guru.

e Tujuan: Mengembangkan tenaga kerja yang terampil di bidang-bidang
kritis untuk mendukung ekonomi berbasis pengetahuan.

. Kewirausahaan dan Ekosistem Startup

e Deskripsi: Informasi tentang pembangunan ekosistem kewirausahaan
yang mendukung pertumbuhan startup, termasuk inkubator,
akselerator, dan pendanaan ventura.

¢ Tujuan: Mendorong inovasi dan kewirausahaan, serta menciptakan
lapangan kerja baru di sektor teknologi tinggi.

. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

e Deskripsi: Pengetahuan tentang sistem hak kekayaan intelektual, -
termasuk paten, merek dagang, dan hak cipta, serta pentingnya HKI
dalam melindungi dan memanfaatkan inovasi.

e Tujuan: Mendorong inovasi dan investasi dalam R&D dengan memberikan
perlindungan hukum untuk penciptaan intelektual.

. Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan
e Deskripsi: Strategi untuk penerapan teknologi dalam mendukung tujuan

pembangunan berkelanjutan, termasuk teknologi hijau, teknologi untuk
pengurangan kemiskinan, dan akses ke energi bersih.
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e Tujuan: Memanfaatkan teknologi untuk mengatasi tantangan sosial,
ekonomi, dan lingkungan.

9. Kolaborasi Internasional dalam Riset dan Inovasi

e Deskripsi: Pengetahuan tentang kerjasama internasional dalam bidang
riset dan inovasi, termasuk program pertukaran peneliti, proyek riset
bersama, dan inisiatif global.

e Tujuan: Memperluas jangkauan dan dampak aktivitas riset dan inovasi
melalui kerjasama lintas negara.

10. Pembiayaan Riset dan Inovasi

e Deskripsi: Informasi tentang sumber dan mekanisme pembiayaan untuk
riset dan inovasi, termasuk dana pemerintah, kerjasama industri, dan
dana swasta.

¢ Tujuan: Menjamin sumber daya yang cukup untuk kegiatan riset dan
pengembangan yang berkelanjutan dan inovatif.

Pengelolaan pengetahuan dalam sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Inovasi memungkinkan instansi pemerintah untuk mengidentifikasi peluang
dan tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi terbaru,
mempromosikan inovasi yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa kebijakan
publik mendukung kemajuan teknologi dan ekonomi berbasis pengetahuan.

9.2.15. Pengetahuan Sektor Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dalam sektor Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, penerapan
manajemen pengetahuan oleh instansi pemerintah sangat penting untuk
mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, meningkatkan
keamanan informasi, dan memastikan akses informasi yang terbuka dan
transparan bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh pengetahuan
yang diperlukan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

e Deskripsi: Pengetahuan tentang perkembangan terbaru dalam TIK,
termasuk infrastruktur jaringan, cloud computing, mobile technology,
dan aplikasi web.

e Tujuan: Memanfaatkan teknologi wuntuk meningkatkan efisiensi
operasional dan memperluas jangkauan layanan publik.

2. Keamanan Siber dan Persandian

e Deskripsi: Informasi tentang prinsip dan teknik keamanan siber,
termasuk enkripsi, firewall, deteksi intrusi, dan protokol keamanan untuk
melindungi data dan infrastruktur TI.

e Tujuan: Menjaga keamanan informasi pemerintah dan masyarakat dari -
ancaman siber dan serangan digital.




-84 -

. Pengembangan dan Manajemen Aplikasi

e Deskripsi: Pengetahuan tentang proses pengembangan aplikasi, termasuk
desain antarmuka pengguna, pengujian perangkat lunak, dan
manajemen proyek TI. :

e Tujuan: Menciptakan aplikasi yang efektif dan ramah pengguna untuk
meningkatkan akses dan kualitas layanan publik.

. Analisis Data dan Statistik

e Deskripsi: Informasi tentang metodologi analisis data, termasuk statistik
deskriptif dan inferensial, pengolahan data besar (big data), dan
visualisasi data.

e Tujuan: Memperkuat kapasitas analisis data untuk mendukung
pengambilan keputusan berbasis bukti dan kebijakan publik.

. Kebijakan dan Regulasi TIK

e Deskripsi: Pengetahuan tentang kebijakan dan regulasi yang mengatur
sektor TIK, termasuk hak cipta, privasi data, dan akses internet.

e Tujuan: Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan
pertumbuhan sektor TIK sambil melindungi hak-hak pengguna.

. Literasi Digital dan Inklusi

e Deskripsi: Strategi untuk meningkatkan literasi digital di kalangan
masyarakat dan memastikan akses teknologi informasi yang inklusif,
terutama bagi kelompok marginal.

¢ Tujuan: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital dan
memastikan manfaat TIK dapat dinikmati oleh semua lapisan
masyarakat.

. Pengelolaan Data dan Kebijakan Open Data

e Deskripsi: Prinsip dan praktik dalam pengelolaan data, termasuk
kebijakan open data untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi
publik.

e Tujuan: Memudahkan akses informasi publik dan mendorong
penggunaan data pemerintah untuk inovasi dan pembangunan sosial.

. Infrastruktur dan Akses Broadband

e Deskripsi: Informasi tentang pembangunan dan ekspansi infrastruktur
broadband untuk meningkatkan akses dan kualitas konektivitas internet.

e Tujuan: Mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan memastikan
akses internet yang luas dan terjangkau.

. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Digital

e Deskripsi: Pengetahuan tentang pengembangan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, termasuk portal layanan publik online, sistem
administrasi elektronik, dan platform partisipasi warga.

e Tujuan: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik melalui
digitalisasi.
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10. Etika dan Hukum dalam TIK

e Deskripsi: Dasar-dasar etika dan hukum dalam penggunaan TIK,
termasuk tanggung jawab sosial perusahaan, hak asasi manusia dalam
ruang digital, dan etika penggunaan Al.

e Tujuan: Memastikan penggunaan teknologi yang etis dan sesuai dengan
norma hukum dan sosial.

Pengelolaan pengetahuan dalam sektor Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian memungkinkan instansi pemerintah untuk mengatasi tantangan
keamanan informasi, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan
memanfaatkan potensi data dan teknologi untuk pembangunan nasional.
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BAB X
PENUTUP

Dalam perjalanan menuju tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan,
dan responsif, penerapan manajemen pengetahuan di instansi pemerintah
memegang peranan strategis. Kita telah mengeksplorasi berbagai aspek penting
yang membentuk fondasi kuat untuk penerapan manajemen pengetahuan,

mulai dari pengembangan infrastruktur pengetahuan, pembuatan kebijakan .

berbasis data, hingga pembangunan kapasitas sumber daya manusia.

Implementasi manajemen pengetahuan bukanlah tujuan akhir, melainkan
sebuah proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen, adaptasi, dan
inovasi terus-menerus. Penting bagi instansi pemerintah untuk mendorong
budaya belajar dan berbagi pengetahuan, di-mana setiap individu merasa
diberdayakan untuk berkontribusi dan setiap pencapaian diakui sebagai
kemajuan kolektif.

Kita harus mengakui bahwa tantangan akan selalu ada, termasuk resistensi
terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan untuk
penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Namun, dengan kerjasama,
kepemimpinan yang kuat, dan strategi yang terfokus, hambatan ini dapat
diatasi.

Pada akhirnya, tujuan utama dari penerapan manajemen pengetahuan adalah
untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mencapai pembangunan yang
inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan pengetahuan secara efektif,
instansi pemerintah dapat menjadi lebih adaptif, inovatif, dan mampu
merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Sebagai penutup, marilah kita berkomitmen untuk terus memperkuat praktik
manajemen pengetahuan dalam setiap aspek kerja pemerintah. Melalui
kolaborasi, dedikasi, dan inovasi, kita dapat membangun pemerintahan yang
tidak hanya efisien dan efektif tetapi juga transparan dan akuntabel kepada
masyarakat yang kita layani. Mari kita bekerja sama menuju masa depan yang
lebih cerah, di mana pengetahuan menjadi kunci untuk pembangunan yang
berkelanjutan dan kesejahteraan bagi semua.

Ini menandai akhir dari pedoman penerapan manajemen pengetahuan di
Pemerintah Kota Blitar. Semoga dokumen ini dapat memberikan panduan yang
berguna dan menjadi titik awal untuk transformasi yang berarti dalam cara kita
mengelola dan memanfaatkan pengetahuan untuk kebaikan bersama.

WALIKOTA BLITAR,
ttd.
SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGQIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H..M.H.
NIP. 197?’1210 200604 1 008
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